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ABSTRAK 
Apabila sepasang suami istri sudah lama menjalin rumah tangga namun 
belum juga dikaruniai seorang anak, maka bolehlah mereka melakukan adopsi 
anak sehingga mengambil seorang anak dari anak orang lain dengan cara 
merawat, membesarkan serta menanggung segala kebutuhan anak tersebut hingga 
termasuk kebutuhan sehari-harinya dan biaya pendidikannya. Hukum Islam pun 
membolehkan hal tersebut dilakukan namun tidak memutuskan hubungan anak 
tersebut dengan orangtua kandungnya. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat Desa 
Sumber Makmur Ogan Komering Ilir melaksanakan adopsi anak tidak dengan 
cara yang dijelaskan dalam hukum Islam melainkan dengan cara sendiri seperti 
halnya memutuskan hubungan anak angkat dengan kedua orangtua kandungnya. 
Hal ini tentu sangat bertentangan dengan syarat-syarat adopsi anak yang ada 
dalam hukum Islam. Ini lah masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana proses 
pengangkatan anak dalam kandungan pada masyarakat desa Sumber Makmur 
Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir. (2) Untuk mengetahui apakah proses 
pengangkatan anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan hukum Islam dan 
hukum positif. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (filed research). 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
mendiskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti, dengan 
menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menuju dan 
mengarah pada persoalan ditetapkannya suatu berdasarkan teks-teks Al-Qur’an 
dan Hadist, serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang 
diteliti. Data primer yang ada dalam penelitian yaitu data yang diperoleh secara 
langsung dari Masyarakat desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan 
Komering Ilir. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
wawancara sebagai data primer. Sedangkan data sekunder menggunakan metode 
dokumentasi. Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif 
sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada 
dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif adalah berangkat dari data 
yang khusus, peristiwa yang konkrit. 
 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Sumber Makmur 
Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir dalam mengadopsi anak dalam 
kandungan tidak melalui proses-proses yang ada pada hukum Islam dan hukum 
Positif, adopsi anak ini hanya berdasarkan hukum adat dan kebiasaan. Masyarakat 
desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir memutuskan 
bahwa dalam mengadopsi anak dalam kandungan itu, anak yang diadopsi tersebut 
dijadikan sebagaimana anak kandung sendiri, dan Mengenai harta warisan yang 
dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya jatuh kepada anak angkat, karena menurut 
orangtua angkat, anak angkat itulah yang berhak atas semua harta warisan yang 
dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya. 
  
  
  
  
  
MOTTO 
                             
                         
                
Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka 
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak 
ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang 
ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.”1 
 
 
  
                                                             
 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989), 
h. 666-667   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
 Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami skripsi ini 
dan menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan skripsi ini, maka secara 
singkat terlebih dahulu peneliti akan menguraikan beberapa kata yang terkait 
dengan maksud judul skripsi. Judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam 
danHukumPositiftentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan (Studi Kasus 
diDesa Sumber Makmur kecamatan Lempuing kabupaten Ogan Komering Ilir). 
1. Analisis adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah masalah guna 
meneliti masalah tersebut secara mendalam.
2
 
2. Hukum Islam dalam arti fiqih adalah semua hukum-hukum yang di ambil 
dari al-Qur’an dan sunah Rosul melalui usaha dan pemahaman dan 
ijtihad
3
. 
 Menurut Hasbi Ash-Shidieqy di dalam bukunya Ushul Fiqih, jilid 1 
mengatakan hukum Islam adalah: 
  ع ْٕ ًُ ْجَي  َا ِكِْٛثّْطِرن ِء َآُمفْن ا ِخ َلا َٔ  اَحَي ِن ِحَعْٚ  ِشَشن َح ِع ًِ َرْج ًُ ْن ا ِخ اَج ا 
Artinya : Koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan Syari‟at Islam sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat”4. 
                                                             
 2Hasbi ash Shidiqi,Falsafah Hukum Islam Jakarta: Bulan Bintang,TT) ,h. 41. 
 
3
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17. 
 4Amir syarifuddin, Ushul Fiqih, Jilid I, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997),  h. 5. 
  
 Hukum Islam menurut ulama ushul adalah “seperangkat peraturan 
berdasarkan wahyu Allah  SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia 
mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang 
beragama Islam”.5 
 Sedangkan Ahmad Hanafi mendefinisikan Hukum Islam dengan 
pengertian syari’ah. Syari’at ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Allah 
untuk hamba-hambanya, yang dibawah oleh salah satu seorang Nabi-nya SAW, 
baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan 
yaitu yang disebut sebagi “hukum-hukum cabang dan amalan” dan untuknya 
maka dihimpunlah ilmu fiqh, atau berhubungan dengan cara mengadakan 
kepercayaan (i‟tiqadh) yaitu yang disebutkan sebagai hukum-hukum pokok dan 
kepercayaan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam syari’at (syara’) disebut 
juga “agama”.6 
3.  Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain untuk jadikan anak 
sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam 
disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi 
tradisi di kalangan masyarakat  Arab yang dikenal dengan istilah  tabani yang 
berarti “mengambil anak  angkat”. 
 
                                                             
 
5
Ibid. 
 6Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.  
9. 
  
4.   Kandungan adalah Janin yang masih di dalam perut wanita.
7
 
 Berdasarkan penjelasan judul diatas maka dapatdipahami bahwa skripsi ini 
adalah menganalisis tentang pengangkatan anak yang masih dalam kandungan 
untuk mengetahui bagaimana proses tersebut apakah sudah sesuai dengan syari’at 
hukum IslamdanhukumPositif. 
B.   Alasan  Memilih Judul 
   Adapun yang menjadi alasan untuk mengkaji judul di atas adalah :  
1. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu 
pengetahuan yangdipelajari di Fakultas Syariah jurusan Ahwalus Al-
syakhsiyah. 
2.  Menurut hemat penulis kajian yang berhubungan dengan judul skripsi ini 
belum banyak yang mengkaji. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk 
mengkajinya dengan didukung tersedianya literatur yang ada untuk 
membahas penelitian ini dan hal tersebut banyak di perbincangkan dalam 
masyarakat sehingga memudahkan dalam proses penyelesaian penulisan 
skripsi ini. 
C.   Latar Belakang Masalah 
 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (keluarga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengaan demikian, pernikahan 
                                                             
 7Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 440. 
  
adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah 
atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial dan sakral”,8 namun mengandung 
akibat hukum yang lebih luas terhadap suami dan istri. Dalam Kompilasi Hukum 
Islam pasal 2, “menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau 
mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan 
ibadah,” oleh karena itu,pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai 
nilai ibadah. 
 Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai kontak 
keperdataan biasa tetapi mempunyai nilai ibadah,al-Qur’an sendiri 
menggambarkan tali perkawinan itu sebagai tali yang kokoh untuk menaati 
perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan dalam 
Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membina keluarga 
yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menghasilkan serta 
melestarikan keturunan, dan tujuan perkawinan biasa dikatakan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, dan warohmah”.9 
 Sudah menjadi fitrah manusia bahwa pada dasarnya pernikahan bertujuan 
untuk mempunyai keturunsan sebagaimana anak memang mempunyai peran yang 
sangat penting dalam keluarga khususnya bagi kedua orang tua. Kenyataan 
dimasyarakat banyaknya orang berkeinginan mempunyai keturunan akan tetapi 
karena suatu hal tidak tercapai, dengan demikian banyak orang yang memperoleh 
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kebahagian dengan cara untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan 
mengadopsi anak. 
 Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah hidup rukun, bahagia dan 
tentram. Namun dari itu, ada satu atau dua bahkan banyak rumah tangga yang 
tidak mendapatkan atau mempunyai keturunan, maka dari itu ada rumah tangga 
atau banyak yang melakukan pengangkatan anak (adopsi). 
 Dalam Islam pengangkatan anak ini atau seringkali dikatakan “tabanni” 
yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak 
sendiri. Istilah “adopsi” yang berarti seorang mengangkat anak orang lain sebagai 
anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang 
berlaku atas anak kandung orang tua angkat,pengertian demikian memiliki  
pengertian yang identik dengan istilah “adopsi”. 
 Anak merupakan amanah sekaligus anugrah Allah SWT. Bahkan anak 
dianggap harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya. 
Anak senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak, harkat 
martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjungtinggi. Generasi 
penerus cita-cita bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh 
dan berkembang serta beradaptasi atas perlindungan diri tindak kekerasan dan 
diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 
 Selain didalam peraturan hukum positif, masalah pengangkatan anak juga 
diatur dalam hukum Islam, karena upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan 
sedini mungkin, yakni sejak dalam janin (dalam kandungan) serta sampai anak 
  
berumur 18 (delapan belas) tahun mengenai lembaga pengangkatan anak atau 
anak angkat ini di dalam hukum adat pada umumnya, dengan diangkatnya seorang 
anak hubungan hukum dengan keluarga tidak terputus”.10 
 Agama Islam mendorong seseorang muslim untuk memelihara anak orang 
yang tidak mampu, miskin terlantar serta banyak lainnya, tetapi tidak dibolehkan 
memutuskan hubungan dan hak-hak itu kepada orangtua serta saudara 
kandungnya. Menurut Hukum Islam,pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan 
apabila adanyaketentuan-ketentuan sebagai berikut: pertama, tidak memutuskan 
hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan 
keluarga. Kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari harta 
orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Ketiga, 
anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung 
kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat. Keempat, orang tua tidak dapat 
bertindak sebagai wali dalam perkawinan sebagai anak angkatnya. 
 Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk dalam bagian subtansi dari 
hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup 
berkembang dalam masyarakat sesuai adat istiadat dan motivasi yang berbeda-
beda serta pasangan Hukum yang hidup dan berkembang dimasing-masing 
daerah, walaupun di Indonesia tentang pengangkatan anak tersebut belum di atur 
secara khusus dalam undang-undang tersendiri. 
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 Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari 
adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah menambah kewenangan 
negara Peradilan Agama,maka sebelumnya terbentuknya undang-undang yang 
mengatur secara khusus,pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 
1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari 
lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan 
keturunan,manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan”.11 
Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa hal pengangkatan anak harus 
dilakukan dengan proses hukum melalui peradilan, jika hukum berfungsi sebagai 
lembaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus 
dilakukan melalui pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban 
praktik hukum pengangkatan anak itu dikemudian hari mempunyai kepastian 
hukum baik anak angkat maupun orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak 
yang dilakukan melalui pengadilan tersebut. Telah berkembang baik dilingkungan 
Pengadilan Negeri  maupun Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama 
Islam. 
 Masyarakat Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan 
Komering Ilir tidak seperti itu atau pun bisa dikatakan sebaliknya, mereka  yang 
melakukan pengangkatan anak dalam kandungan tanpa melalui proses hukum 
melalui pengadilan, maka menjadi masalah di kemudian hari karena anak angkat 
tersebut tidak mempunyai kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun 
orangtuanya. Berdasarkan observasi serta penelitian yang kami lakukan pada 
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masyarakat Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering 
Ilir ternyata ada aspek tentang pengangkatan anak ataupun yang seringkali disebut 
adopsi yang kurang dipahami dan tidak sesuai menurut hukum Islam yang telah 
ditentukan dari Zaman Rosulluloh, maka permasalahan tersebut perlu diluruskan 
karena dapat berakibat negatif, oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk 
diteliti dasar hukum, alasan-alasan serta implikasi lain dalam putusan 
perkembangan hukum. Inilah yang menjadi alasan kami tertarik untuk mengkaji  
Analisis Hukum Islam tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan (Studi 
Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan 
Komering Ilir) 
D.   Rumusan Masalah 
 Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah proses mengangkat anak dalam kandungan pada 
masyarakat Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan 
Komering Ilir ? 
2. Apakah proses pengangkatan anak yang masih dalam kandungan sesuai 
dengan hukum Islam dan hukum positif ? 
3. Dimanakah letak persamaan dan perbedaan antara pengangkatan anak 
dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum positif ? 
 
 
 
  
E.  Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
 a.   Untuk mengetahui bagaimana hukum mengangkat Anak dalam  
       kandungan menurut hukum Islam. 
  b. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak dalam 
kandungan pada masyarakat desa Sumber Makmur kecamatan 
Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
2. Kegunaan Penelitian  
    Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
kajian hukum Islam yaitu tentang hukum kekeluargaan (Akhwalus 
Syakhsiyah) karena penelitian ini mencoba mengkaji tentang Analisis 
Hukum Islam tentang pengangkatan anak dalam kandungan. 
b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan 
pemikiran yang positif bagi masyarakat dalam membentuk keutuhan 
keluarga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 
F.  Metode Penelitian  
     Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”.12 Sedangkan 
penelitian menurut Cholid Narbuko dan Ahmadi adalah “Pemikiran yang 
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sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang memahaminya memerlukan 
pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”.13 
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode 
penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang 
digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan suatu 
acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk mengadakan suatu penelitian. 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a.   Jenis Penelitian 
 Penelitian ini merupakan fild research yaitu penelitian yang akan 
dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu 
masyarakat berkenaan dengan Analisis Hukum Islam tentang 
Pengangkatan Anak dalam Kandungan Studi Kasus masyarakat 
Sumber Makmur kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering 
Ilir. 
b.    Sifat Penelitian 
  Diliat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian 
deskriptif Analisisyaitu penelitian yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti. 
Kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai 
kesimpulan dari kajian tentang Analisis Hukum Islam tentang 
                                                             
 
13
Ibid. 
  
pengangkatan anak dalam kandungan pada masyarakat Desa Sumber 
Makmur Lempuing Ogan Komering Ilir. 
 
 
2. Jenis Data 
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari  
narasumber 
1) Narasumber dalam penelitian ini adalah keluarga Pak Paijin, 
yang melakukan kasus pengangkatan anak dalam kandungan. 
2) Tokoh masyarakat Pak Sohan dan Pak Rekayakup. 
3) Tokoh Adat Pak Bonari. 
4) Tokoh Agama Pak selamet dan Pak Rohimin 
5) Ibu Hartini selaku ibu kandung anak yang diangkat oleh bapak 
paijin. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur seperti : Buku 
tentang fiqih munakahat, Kompilasi Hukum Islam serta literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang di bahas.   
 3.  Metode  Pengumpulan Data 
      Metode dalam pengumpulan data adalah : 
a. Wawancara 
      Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam 
dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka 
  
yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.
14
 Metode 
wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang 
pengangkatan anak dalam kandungan, metode ini dilakukan dengan 
cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihakyang terkait dan 
benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini.
15
 
Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, 
artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara 
bebas menurut irama dan kebijaksanaan dalam wawancara, namun 
masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah 
dipersiapkan secara seksama dengan pembahasan oleh pewawancara. 
b. Dokumentasi  
 Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari 
data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa Library Riset, 
dokumentasi, catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 
sebagainya. Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan berupa 
arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan 
gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di 
lapangan mengenai pengangkatan anak dalam kandungan. 
c. Observasi 
     Metode observasi adalah melakukan pengangkatan atau penelitian 
dan juga pencatatan sistematik atau unsur-unsur yang muncul dalam 
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Lexi J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,, 
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suatu gejala atau gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek 
penelitian. 
4. Metode Pengolahan Data 
 Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data 
umumnya dilakukan dengan cara antara lain : 
a. pemeriksa data (editing) yaitu mengoreksi data apakah data yang 
terkumpul sudah cukup lengkap, benar sesuai, atau relevan dengan 
masalah. 
b. Rekontruksi data(rekonstructing) yaitu menyusun ulang data secara 
teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan di 
interpretasikan. 
c. Sistematis data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.
16
 
  5.  Metode Analisis Data 
 Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang yang dapat diamati,
17
 dalam hal ini menggunakan metode 
berfikir yang digunakan adalah : 
a. Metode induktif, yaitu berangkat dari kata yang khusus, peristiwa yang 
konkrit. Kemudian dari fakta dan peristiwa yang konkrit itu ditarik 
generalisasi yang mempunyai sifat yang umum. Dengan cara ini 
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penulis menganalisa data-data yang khusus yang kemudian 
dikembangkan dalam satu pembahasan dalam sifatnya umum. 
b. Metode komparatif, yaitumenemukan persamaan-persamaan dan 
perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang ide-
ide, kritik terhadap orang, kelompok dan sebagainya.
18
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam 
 Dalam Islam pengangkatan anak disebut tabani. Secara terminologis, 
tabani  menurut wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak disebut (tabanni) 
“pengambilan anak” yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas 
nasabnya,kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”. Dalam pengetian lain, 
tabani adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja 
menasabkanseorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punyanasab 
yang jelas kepada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dengan cara 
demikian jelas bukan nasabnya harus dibatalkan.Istilah pengangkatan anak dalam 
islam disebut tabani. Pengangkatan anak ini pernah juga terjadi pada masa 
Rasullullah Saw. Menurut Mahmud Yunus dalam kamus Bahasa Arab seperti 
yang dikutip oleh Muderis Zaini istilah tabbanni diartikan dengan “mengambil 
anak angkat”.19sedangkan dalam kamus Munjid diartikan dengan “Ittikahadzu 
ibnan” yaitu menjadikannya sebagai anak”.20 
 Dalam Kamus  Besar Bahasa Indonesia, adopsi diartikan sebagai 
pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi mengadopsi berarti 
mengambil (memungut) anak orang lain secara sah menjadi anak 
sendiri.
21
Pengertian adopsi seperti ini juga dapat ditemukan dalam Ensiklopedi 
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Indonesia. Dalam Ensiklopedi ini dikemukakan bahwa adopsi adalah pemungutan 
atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi 
(anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam 
lingkungan adat, maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-
undang.
22
 
 Adopsi dalam pengertian seperti ini berarti pengangkatan anak dilakukan 
secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, termasuk berbagai 
hak perdata yang meliputi hak ketetapan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak 
perwalian dan hak mendapat warisan yang mestinya diterima dari kedua 
oratuanya menjadi hilang, karena diambil oleh pihak lain. Adapun yang 
dikakukan dengan cara seperti ini diharamkan oleh syariat Islam.
23
 
 Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum 
kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri melakukannya terhadap 
Zaid bin Haritsah, ia adalah pemuda Arab yang sejak kecil telah dijadikan 
tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah sehingga ketika Khadijah telah menikah 
dengan Nabi, diberikannya Zaid bin Haritsah kepada beliau. Setelah kabar seperti 
ini didengar oleh orangtua Zaid, mereka berusaha kembali mengambil Zaid dari 
tangan Nabi, sehingga Nabi menawarkan pilihan untuk tetap tinggal bersama 
beliau atau mengikuti orangtuanya. Akan tetapi Zaid tetap memilih Nabi sebagai 
orangtuanya, bahkan masyarakat telah mengetahui dan mengukuhkan bahwa Zaid 
adalah anak Muhammad bukan anak Haritsah, sampai akhirnya turun wahyu 
sebagai koreksi terhadap sikap masyarakat yang menganggap Zaid anak 
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Muhammad bukan Zaid anak Haritsah.
24
Wahyu dimaksud terdapat dalam Alquran 
Surah Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5 sebagai berikut. 
                       
                                
                                
                 
 
Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu 
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai 
anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu 
dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia 
menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat 
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil 
pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 
Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu 
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 
hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S 
Al-AhZab :4-5)
25
 
 
 Atas dasar ayat tersebut diatas adopsi yang dilakukan secara mutlak 
dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orangtua kandungnya 
jelas diharamkan dalam Islam. 
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 Muhammad Syaltut memberikan pendapatnya bahwa adopsi mempunyai 
dua pengertian, pertama :  
 
 ُفِشَْعٚ ِ٘زَّنا َمْفِّطنا ُمُج َّشنا َّىَُضٚ ٌْ َأ َٙ ِْ  َُِٗثَّرنا ِفْطَعْنا ِحَحِج ٍْ ِي ِءَاَُْتلاْا ََحهَياَعُي
 َف ،ُُّثَِسَ ِّ ِت َكَحَْهٚ ٌْ َأ ٌَ ْٔ ُد ،ِّ ِّهُك ِّ َِْأَِشت َِحَٚاُِعْنا َٔ  َِحِٛتْشَّرنا ِحَحِج ٍْ ِي َٔ  ،ِّ ْٛ َهَع ِقَافَْ ِلاْا َٔ َل
 ِج َّٕ ُُُثْنا ِواَكَْحأ ٍْ ِيُء ْٙ َش َُّن ُُدثَْثٚ َلا َٔ  ،َاِٛعْشَشًاُِْتإ ٌَ ْٕ َُكٚ
26
 
Artinya: “Adopsi adalah seorang mengangkat anak diketahuinya bahwa anak itu 
termasuk anak orang lain. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut 
sama dengan anak kandungnya, Baik dari segi kasih sayang maupun 
nafkahnya (biaya hidup) pendidikan, dan pelayanan dalam segala 
bentuknya, tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama 
tidak menganggap sebagai anak kandungnya,karena ia tidak dapat 
disamakan statusnya dengan anak kandung.”27 
Selanjutnya Mahmud Syaltut mengemukakan definisi yang kedua yaitu : 
 
 ،َُّن  َذن َٔ  َسْٛ َن َٔ  ِِ ِْشَٛغ َُذن َٔ  ُ َََّّأ ُفِشَْعٚ ،ًلْفِط ِّ ِسَْف  َٗنِإ  صْخَّشنا َةُسُْ َٚ ٌْ َأ َٙ ِْ  َُِّٗثَّرنا
 ِْحِٛح َّصنا ٍِ ْتِلإْا ََحثِْسَ ِّ ِسَْف  َِٗنإ ُُّثُسُْ َٚ
28
 
Artinya: “Adopsi adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemauan 
menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnya, padahal ia 
mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia 
menjadikan sebagai anak yang sah”.29 
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 Definisi yang pertama menunjukan bahwa anak angkat itu sekedar 
mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan dari orang tua 
angkatnya. Sedangkan status hukumnya tidak dapat disamakan dengan status anak 
kandung baik dari segi perwarisan maupun perwaliannya. Sedangkan definisi 
kedua menunjukan pengangkatan anak selain mendapatkan nafkah, kasih sayang 
dan pendidikan juga memiliki status hukum dengan anak kandung, ia dapat 
mewarisi harta benda orang tua angkatnya bila ia mau menikah. 
 Menurut pendapat Zakaria Ahmad Al-Barry mengambil anak angkat 
artinya “Menghubungkan keturunan seorang anak dengan seorang bapak, baik 
anak itu sudah diketahui keturunannya atau tidak diketahui. Bapak itu berterus 
terang mengatakan bahwa anak itu adalah anak angkatnya, bukan anak 
kandungnya”.30Berdasarkan uraian beberapa pengertian diatas, dapat ditarik 
beberapa pengertian bahwa pengangkatan anak secara umum terdapat dua 
pengertian yaitu : 
1. Mengangkat anak orang lain untuk memberikan kasih sayang dan 
pendidikan dan serta memberikan nafkah anak kandungnya atau 
memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana anak kandungnya sendiri 
tanpa memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandungnya 
sendiri. 
2. Mengangkat anak orang lain untuk memberikan kasih sayang dan 
pendidikan sebagaimana anak kandungnya sendiri dengan memutuskan 
hubungan anak dengan orangtua kandungnya. 
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 Dari dua pengertian di atas pengertian  adopsi yang dikehendaki menurut 
Hukum Islam adalah mengambil atau mengangkat anak orang lain untuk diasuh, 
dididik dan untuk memenuhi nafkah (kebutuhan hidupnya) dengan penuh kasih 
sayang sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri tanpa membeda-bedakan 
serta tidak memberikan status anak kandung kepadanya atau tidak memutuskan 
hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya. 
 
1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak  
 Dasar hukum pengangkatan anak (adopsi) dalam Islam tertuang dalam Al- 
Qur’an dan hadits Rosullullah Saw. Wahyu dimaksud terdapat dalam Alquran 
Surah Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5 sebagai berikut. 
                       
                                
                                
                 
 
Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu 
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai 
anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu 
dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia 
menunjukkan jalan (yang benar).Panggilah mereka (anak-anak angkat 
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil 
pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 
Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
  
maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu 
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 
hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S 
Al-AhZab :4-5)
31
 
 
 Berdasarkan firman Allah SWT di atas adopsi yang dilakukan secara 
mutlak dengan memutuskan nasab antara anak yang diadopsi dengan orangtua 
kandungnya jelas diharamkan dalam agama Islam. Keharaman adopsi seperti ini 
sama halnya dengan tidak membolehkannya menasabkan anak kepada orang lain 
padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan sebagaimana 
tersebut dalam hadits  
 َٗع َٔ َٔ  َ٘ َاَُُرأ ْدَع ًِ َس لال َجَشَْكت َِٙتأ ٍْ َع َلٗثه  َص اًذ ًَّ َحُي ًذ  ٍْ َي ُلَُٕمٚ َىَّهَس َٔ  ِّ ْٛ َهَع ُالله
واَشَح ِّ ْٛ َهَع ُحََُّجْنَاف ِّ َِٛتأ ُشْٛ َغ ُ َََّّأ َُىهَْعٚ َٕ ُْ َٔ  ِّ َِٛتأ ِشْٛ َغ َٗنإ َٗعَّدا)اجاًُتاْأس(  
 
Artinya: “Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku 
menghapal Nabi Muhamad SAW bersabda: Barang siapa yang 
menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka 
diharamkan baginya surga. (HR. Ibnu Majah) 
 
 Dalam kaitan ini pula, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya 
dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak 
kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, seperti dalam hadits Rosulullah 
SAW: 
 ِةَنَعَلآُمْلاَُةيآ ْتَلَز َن َينِح ُلوُق َي َمًلَسَو ِوْيَلَع ُوًللا ىًلَص ِوًللا َلوُسَر َع َِسَ ًُوَنأَةَر ْيَرُى بَِأ ْنَع
 ٍمْو َق َلَع ْتَلَخْدَأٍَةَأرْماَا ميُّأ  َاًيُّأَو ُوَتَّنَج ُللها اَهُلِخُْدي َلاَو ٍءْيَش فِ ِللها ْنِم ْتَسْيَل َف ْمُه ْ نِم َسْيًَللاُجَر
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 ِخلآْاَو َينِلَّوَلأا ِسوُُءر َلَع ُوَحَضَفَو ُوْنِم ًلَجَو ًزَع ُللها ّبَجَتْحا ِوْيَِلُاُرظْن َي َوُىَو ُهَدَلَو َدَحَج ٍلُجر َنِير
 ِةَماَيِقْلا َمْو َي 
 
Artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rosulullah SWT 
bersabda ketika ayat li‟an turun, wanita mana saja yang melahirkan 
anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah 
tidak akan memasukannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang 
mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah 
akan menghalanginya masuk surga dan aib yang menimpanya akan 
dibukakan kepada para pembesar orang-orang yang terdahulu dan 
orang-orang yang belakangan di hari kiamat. (HR. An-Nasa’i) 
 
 Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan 
cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orangtua 
kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak 
diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian hukum Islam mengakui bahwa 
menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, 
sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh.
32
 
 Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan 
keluarga orangtua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat 
hukum sedikit pun. Ia tetap anak dan kerabat dari orangtua kandungnya berikut 
segala akibat-akibat hukumnya. 
 Berkaitan dengan akibat-akibat hukum adopsi setidaknya terdapat dua 
status hukum yang terkait dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan 
perkawinan. Dalam masalah kewarisan antara orangtua angkat dan anak 
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angkat/adopsi tidak bisa saling mewarisi, sebab ia tetap bernasab kepada orangtua 
kandungnya. Demikian juga dalam masalah perkawinan, ia tidak termasuk dalam 
kandungan ayat tahrim, sehingga antara ia dan orangtua atau kerabat angkatnya 
tetap diperbolehkan saling menikah, justru larangan menikah berlaku antara ia 
dengan orangtua kandungnya.   
 Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan 
secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka 
upaya pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, 
mengasuh dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh 
syariat Islam. Bahkan mengingat hubungan yang sudah sangat dekat antara anak 
angkat dengan orangtua yang mengangkatnya, apa lagi kalau ia masih termasuk 
keluarga sendiri, serta orangtua angkatnya tidak mempunyai keturunan, maka 
menurut Yusuf Al- Qardhawi, orangtua angkat itu boleh menghibahkan atau 
mewasiatkan hartanya kepada anak angkatnya sebelum ia meninggal dunia. 
 Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam rangka 
memelihara kemurnian nasab, Islam bukan hanya menganjurkan pernikahan dan 
melarang perzinaan, tetapi Islam juga tidak membenarkan adopsi seperti di zaman  
jahiliah yang sampai memutuskan hubungan nasab antara anak yang diadopsi itu 
dengan ayah kandungnya. Namun jika adopsi dimaksud tidak sampai memutus 
total hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak kandungnya 
maka hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam, jika memang diketahui secara 
pasti dan bukan sebagai anak hasil hubungan gelap, perzinaan, samen leven dan 
perselingkuhan, maka ajaran Islam tetap memperbolehkan tindakan mengangkat 
  
anak dengan cara yang demikian ini. Lain halnya jika memang benar-benar asal-
usul anak itu tidak diketahui, maka Islam memberikan agar anak tersebut 
dianggap sebagai saudara seagama dan atau anak angkat mawali, dengan tidak 
menghubungkan nasabnya secara tegas. 
 Sebagai catatan akhir pada uraian bab ini, penulis ingin menegaskan 
bahwa dalam beberapa kasus penemuan bayi yang masih hidup dimasyarakat kita, 
atau sebagai anggota masyarakat kita melakukanadopsi dengan cara mengambil 
anak dirumah sakit atau yayasan-yayasan tertentu, seperti yayasan sayap Ibu, 
maka jika yang mengadopsi atau adopternya beragama Islam, sebaiknya tata cara 
yang  ditetapkan dalam aturan adopsi oleh hukum positif tetap ditaati, tetapi hal 
itu harus dianggap sebagai persyaratan lahiriah semata, agar sang anak yang 
diadopsi itu tidak mengalami perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik fisik 
maupun nonfisik. Sedangkan dalam persoalan hubungan keperdataan, maka orang 
muslim yang mengangkat anak dalam jenis seperti di atas hendaknya 
memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang masalah adopsi ini. Antara 
lain yang terpenting adalah dalam masalah hak perwalian dan hak kewarisan. 
Syarat utama dalam memperoleh kedua hak keperdataan Islam ini adalah harus 
ada hubungan nasab secara jelas yang didasarkan atas pernikahan yang sah, baik 
secara agama, terlebih jika pernikahan itu dilakukan secara lengkap sesuai dengan 
amanat UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jika pada 
suatu saat sang bapak angkat itu akan menikahkan anak angkat perempuannya, 
maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim, yaitu ketua KUA, bukan 
bapak angkatnya. Demikian halnya pada saat akan memindahkan hak kepemilikan 
  
harta orangtua angkat kepada anak-anak angkatnya, hendaknya tidak diberi nama 
warisan, namun bisa dengan akad lain seperti hibah, sedekah, atau bahkan bisa 
dengan akad wasiat wajibah, sebagaimana disebutkan oleh Fatwa MUI No. 11 
Tahun 2012 tentang kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan terhadapnya, 
maka. 
 Dapat dipahami bahwasannya agama Islam melarang mengangkat anak 
(adopsi) yang menisbatkan segala-galanya kepada nama bapak angkatnya, 
persamaan hak waris dan hubungan mahram serta perwalian perkawinan. 
Pengangkatan anak yang bertujuan untuk menisbatkan seseorang anak kepada 
orangtua angkatnya adalah suatu kebohongan belaka, karena. 
 Dalam Islam pengangkatan anak dengan memberikan status anak tersebut 
sebagai anak kandungnya sendiri akan mengakibatkan pada putusnya nasab 
(keturunan) dan hak-hak antara anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri 
akan berakibat pada putusnya nasab (keturunan) dan hak-hak antara anak tersebut 
dengan orangtua kandungnya, hal ini tidak diperbolehkan.Rosullullah Saw 
bersabda dalam haditsnya : 
 
 
 ٍُ ْت ُّٙ ِهَع َاََُثطَخ : َلَال ِّ ْٛ َِتأ ٍْ َع ِّٙ ًِ َّرنا َىْٛ ِْ اَشْتِإ ٍْ َع  َّمَص َّٙ ِثَُّنا َلَال :َلَاَمف ٍِةنَاط َِٗتأ
 ِالله َُحَُْعن ِّ ْٛ َهََعف ِّ ْٛ ِنا َٕ َي ِشْٛ َخ َِٗنإ ٗ ًَ َرَْ ا ِٔ َأ ِّ ْٛ َِتأ َشْٛ َغ َِٗنإ َٗعَّدا ٍِ َي :َىَّهَس َٔ  ِّ ْٛ َهَع ُالله
 َيَاِٛمْنا َو ْٕ َٚ ُُّْ ِي ُالله َُمثَْمٚ َلا ٍَ ْٛ ِع ًَ َْجا ِساَُّنا َٔ  ِحَكَِءل ًَ ْنا َٔ ًلاْذََعلالا َٔ ًافْشَص ِح) ِأس
ىهسي( 
Artinya: “Dari Ibrahim At-Tamiy dari bapaknya berkata : Ali bin Abi Thalib 
berkata kepada kami: Nabi Saw bersabda barang siapa yang 
  
mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan 
ayahnya, maka kepadanya ditimpakan  laknat Allah dan para malaikat 
dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak 
menerima amalan-amalannya, baik yang wajib ataupun yang 
sunah”.(HR.Muslim)33 
 
 Hadits diatas menjelaskan larangan mengangkat anak sebagaimana telah di 
ungkapkan pada ayat diatas. Hadits tersebut menegaskan bahwa Allah SWT, 
malaikat dan manusia akan mengutuk terhadap seorang anak yang mendakwakan 
dirinya sebagai anak orang lain, padahal ia bukan anak kandung orang tersebut. 
Bahkan lebih tegas lagi. Allah tidak akan menerima segala bentuk amal 
kebaikannya baik yang wajib maupun yang sunnah. 
 Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu bertujuan untuk 
memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan penghidupan yang lebih 
layak demi untuk masa depan serta kebahagiaan anak tersebut. Kedudukan anak 
angkat tidak bisa disamakan dengan status anak kandung, terutama yang berkaitan 
dengan persamaan hak waris, hubungan nasab dan wali dalam perkawinan. 
2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak 
 Menurut Hukum Islam pengangkatan anak (adopsi) dapat dibenarkan 
apabila memahami persyaratan-persyaratan sebagai berikut
34
:  
a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 
dengan orangtua biologis dan keluarga. 
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b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua 
angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua 
kandungnya,demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan 
sebagai pewaris dari anak angkatnya. 
c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua 
angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal 
atau alamat. 
d. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam 
perkawinan terhadap anak angkatnya. 
 Mahjuddin dalam bukunya Massailul Fiqhiyah menyebut 
beberapaketentuan atau persyaratan dalam pengangkatan anak yaitu : 
a. Nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada orangtua kandungnya 
bukan orangtua angkatnya; 
b. Anak angkat itu di bolehkan dalam Islam, tetap sekedar sebagai 
anak asuh, tidak boleh disamakan dengan status anak kandung; 
baik dari segi perwarisan, hubungan mahram, maupun wali (dalam 
perkawinan); 
c. Karena anak angkat itu tidak berhak menerima harta warisan dari 
orangtua angkatnya, tetapi boleh jika berupa hibah, yang maksimal 
sepertiga dari jumlah kekayaan orangtua angkatnya; 
  
 Dari segi kasih sayang, persamaan biaya hidup, persamaan biaya 
pendidikan antara anak kandung dengan anak angkat (adopsi) dibolehkan dalam 
islam, jadi hampir sama statusnya dengan anak asuh.
35
 
 Kedua pendapat diatas terdapat persamaan dalam menentukan syarat-
syarat mengangkat anak menurut Hukum Islam. Kedua-duanya menentukan 
bahwa dalam mengangkat anak terdapat hal-hal yang harus diperhatikan 
diantaranya : 
 Pertama, pengambilan anak angkat tidak bertujuan untuk memisahkan atau 
memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orangtua kandungnya atau 
keluarganya. Artinya nasab anak angkat tidak boleh memakai nasab orangtua 
angkat selama dalam asuhan. 
 Kedua, pengambilan anak angkat dimaksud hanya bertujuan untuk 
mengasuh anak bukan untuk memberikan hak sebagaimana layaknya anak 
kandung sendiri baik dari segi waris maupun perwalian.dengan demikian orangtua 
angkatnya tidak dapat menjadi wali bagi perkawinan anak angkat. Begitu juga 
dalam hal perwarisan, anak angkat tidak dapat menerima wasiat atau hibah dari 
orangtua angkatnya maksimal sepertiga dari harta kekayaan orangtua angkatnya. 
 Ketiga, pengambilan anak angkat yang dilakukan oleh orangtua angkat 
bertujuan untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, nafkah, atau kebutuhan 
hidup yang layak sebagaimana halnya anak kandung sendiri.Berdasarkan 
beberapa pertanyaan dari pengangkatan anak diatas dapat diketahui bahwa Islam 
mengatur sedemikian rupa tentang pengangkatan anak bertujuan untuk 
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memberikan perlindungan kepada anak angkat baik dari segi hak nasab maupun 
dari hak kebutuhan hidup maupun pendidikan. 
 Dari segi nasab, dengan adanya aturan ini sekalipun kekuasaan 
pengasuhan anak berpindah dari orangtua kandung kepada orangtua angkat, akan 
tetapi anak terhindar dari tercampur-adukan keturunan nasab yang berakibat pada 
perwalian dan kewarisan. 
 Segi hak anak angkat, meskipun kedudukan anak angkat hanya sebagai 
anak asuh, akan tetapi hak-hak yang harus didapat oleh anak angkat sama dengan 
hak-hak yang diperoleh anak kandung, seperti hak untuk mendapatkan kasih 
sayang, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh 
pemenuhan kebutuhan hidup yang layak tanpa adanya diskriminasi dengan anak 
kandung.  
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 
 Islam menetapkan bahwa antara orangtua angkat dan anak angkatnya tidak 
terdapat hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang dan hubungan 
tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena itu, antara keduanya bisa 
berhubungan pertalian perkawinan; Misalnya Nabi Yusuf mengawini ibu 
angkatnya (Zulaehah), bekas Istri Raja Abdul Aziz (Bapak Angkat Nabi Yusuf).
36
 Dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum 
dalam hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orangtua 
angkatnya. Anak angkat akan tetap bernasap pada orangtua kandungnya dengan 
segala konsekwensi hukumnya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT 
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dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4-5. Sebelum turunnya ayat diatas, Nabi 
Muhamad SAW pernah mengangkat seorang anak yang bernama Zaid. 
Masyarakat arab pada saat itu sudah terbiasa memanggil Zaid tersebut dengan 
panggilan Zaid bin Muhammad, kemudian setelah turun ayat diganti dengan Zaid 
bin Haritsah sesuai dengan nama ayah kandungnya. Sungguhpun demikian Zaid 
tetap berada dibawah tanggungan dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, 
tetapi tidak mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, tidak 
saling mewarisi dan tetap berstatus sebagai orang lain yang tinggal dirumah dan 
mendapat perlindungan dari Nabi Muhammad SAW.
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 Sebagaimana Islam menyalahi Zihar, begitu juga Islam menyalahi adopsi 
atau pengangkatan anak dan menjadikan pengangkatan anak haram hukumnya, 
karena sesungguhnya didalam pengangkatan anak terdapat sesuatu yang keluar 
dari tujuan hukum Islam (Maqashid Asy-Syar’i) agar menjaga keturunan (Hifzun 
Nasb) yaitu menasabkan anak angkat kepada selain bapak aslinya. Dan 
pengangkatan anak itu termasuk bagian dosa besar yang dimurka dan dilaknat 
oleh Allah SWT. Nyata dari hadist Nabi Muhammad SAW. 
 َلَال ِّ ْٛ ِتأ ٍْ َع ِّٙ ًِ ْ َّٛرنا َىْٛ ِْ اَشْتإ ٍْ َع ُش ًَ ْعَلأا َاَُث َّذََحَحِٚٔ اَعُي ْٕ ُتأَاَُث َّذَح ٍةْٚ َشْك ْٕ ُتأ َ َاَُذ َّذَح 
أ ٍُ ْت ُّٙ ِهَع َاَُثَطَخ ِِ اَِزْ َٔ  الله َبَارِك َلاإ ُُِؤَْشَم  ًأْٛ َث َا َذُْ ِع ٌْ أ َىَعَص ٍْ َي َلَاَمف ٍِةنَاط ْٙ ِت
 ٍَ ِي ُءَاْٛثأ َٔ  ِمِتِلاْا ٌُ َاُْسأ َآْٛ ِف َبَزَك َْذَمف ِّ ِفْٛ َس ِباَِشل ْٙ ِف َُحلِّاَعي َُحفْٛ ِحَص َٔ  َلَال ََحفْٛ ِح َّصنا
 َص ِٙث َُّنا َلَال َآْٛ ِف َٔ  ِخاَحاَشِجْنا ٍس ْٕ َث َٙنإ  شْٛ َع ٍَ ْٛ َت اَي  وَشَح َُحُِْٚذ ًَ ْنا َىَّهَس َٔ  ِّ ْٚ َاَع الله َّم
 ٍَ ْٛ ِع ًَ ْجأ ِساَُّنا َٔ  ِحَكَِئلًَ ْنا َٔ  الله َُحَُْعن ِّ ْٛ َهََعف َاثِذْحُي ٖ َٔ َأأ َاث َذَح َآْٛ ِف َزَذْحأ ٍ ًَ َف
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 ًلاْذََعلا َٔ  ًفْشَص ِحَيَاِٛمْنا َو ْٕ َٚ ُُّْ ِي ِلله َُلثَْمَٚلا ُْىْ َا ْدأ َآِت َٗعَْسٚ  جَذِحا َٔ  ٍَ ْٛ ًِ ِهْس ًُ ْنا ُح َّيِر َٔ  
 ِساَُّنا َٔ  ِدَكَِئلًَ ْنا َٔ  الله َُحَُْعن ِّ ْٛ َهََعف ِّ ْٛ ِنا َٕ َيِشْٛ َغ َٗنإ ٗ ًَ َرَْ ا َٔ  ِّ ْٛ ِتأ ِْشَٛغ َٗنإ َٗعََّدا ٍْ َي َٔ
 َلا َٔ  ًافْشَص ِحَيَاِٛمْنا َو ْٕ َٚ ُُّْ ِي الله َُمثَْمَٚلا ٍَ ْٛ ِع ًَ ْجأ ًلاْذَع)ىهسي ِأس( 
 
Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Abu kuraib telah menceritakan 
kepada A‟ masy dari Ibrahim At-Taimiy dari bapak berkata, telah 
bercakap-cakap Ali Bin Abi Thalib r.a. maka berkata, barang siapa 
yang berdalih bahwa sesungguhnya ketika kami menghendaki membaca 
sesuatu kecuali kitab Allah dan memutar balikan hal ini, telah berkata 
bapaknya, memutar balikkan itu tergantung pada sarung pedangnya, 
maka telah dusta kepada orang yang memutar balikkan gigi unta dan 
sesuatu dari pada melukai, dan padanya Nabi SAW bersabda 
“Madinah itu adalah kota antara bukit A‟ir sampai gunung „tsur, maka 
barang siapa yang menceritakan padanya dengan cerita atau 
melindungi akan yang baru, maka padanya laknat Allah, malaikat, dan 
manusia semuanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari 
kiamat, menolak dan tidak ada keadilan, dan salah satu hati orang-
orang muslim berusaha mendekati mereka. Dan barangsiapa mengaku 
keturunan dari orang yang bukan ayahnya sendiri atau menisbatkan 
pada selain orang yang menguasainya, maka padanya laknat Allah, 
Malaikat, dan manusia semuanya, Allah tidak akan menerima darinya 
pada hari kiamat, menolak dan tidak ada keadilan. (HR.Muslim). 
 
 Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum 
Islam adalah:  
a. Peradilan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari  
orangtua asal kepada orangtua angkat, (pasal 171 huruf (b) Kompilasi 
Hukum Islam). Peralihan tanggung jawab tersebut secara formil dan 
dimulai sejak Penetapan Pengadilan Agama. Dengan adanya 
  
Penetapan Pengadilan Agama merupakan bukti telah terjadi peristiwa 
hukum pengangkatan anak antara orangtua angkat dengan anak 
angkat. 
 Pasal 209 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam,(1). Harta peninggalan 
anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut 
diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi 
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan anak 
angkatnya. (2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan orangtua 
angkatnya.
38
 
 Pengangkatan anak menurut Peradilan Agama (hukum Islam) tidak 
merubah hubungan nasab, yakni tidak memutus hubungan nasab antara anak 
angkat dengan orangtua asal, saudara kandung, dan lain-lain. Mereka tetap saling 
mewarisi sebagaimana layaknya waris Islam yang telah diatur dalam pasal 176 
sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam. 
 Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram, yakni anak angkat 
dalam keluarga orangtua angkatnya masih tetap sebagai orang asing dalam arti 
bahwa antara anak angkat dengan ayah angkat/ ibu angkat, saudara angkat, dan 
lain-lain, harus saling menjaga ketentuan mahram menurut hukum Islam dalam 
pergaulan sehari-hari. Dengan demikian, sebaiknya harus dicantumkan akibat dari 
peristiwa hukum tersebut dalam pertimbangan hukum penetapan pengadilan 
Agama tentang pengangkatan anak seperti: 
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a. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya 
dibelakang namanya. 
b. Pengangkatan anak tidak merubah nasab antara anak angkat dengan 
orangtua asal. 
c. Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram. 
d. Anak angkat mendapat bagian dari harta warisan dari orangtua 
angkatnya dengan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 
warisan, demikian sebaliknya. 
 Ayah angkat atau saudara angkat laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah 
dari anak angkat perempuan.
39
Penjabaran hal-hal tersebut diatas dimaksudkan 
agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengamalan hukum Islam setelah 
terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak. 
 
3. Pandangan Ulama Terhadap Adopsi Anak 
a.  Muhammad Ali Ashubuni dalam Tafsir Al-Ahkam  
berpendapatbahwa :“Sebagaimana Islam telah membatalkan 
zihar,demikian pula dengan tabani (mengadopsi anak). Syari’at 
Islam telah mengharamkannya, karena tabani itu menisbatkan 
seorang anak kepada bukan ayahnya, dan itu termasuk dosa besar 
yang mewaajibkan pelakunya mendapat murka dan laknat Allah 
SWT”40Terkait dengan pendapat di atas, Zakia Ahmad Al-Barri 
menjelaskan lebih lanjut tentang keharaman hukum mengangkat 
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(anak adopsi). Menurutnya mengangkat anak merupakan perbuatan 
orang-orang terdahulu seperti bangsa Romawi dan Yunani seperti 
bangsa-bangsa barat. Dalam hal ini Islam mengharamkan 
perbuatan tersebut dengan tegas, karena sebab-sebab sebagai 
berikut:
41
Mengambil anak angkat itu adalah suatu kebohongan di 
hadapan Allah SWT, dan dihadapan masyarakat manusia, dan 
hanya kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak 
mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesunguhnya. 
Dalam hal ini Allah berfirman: 
                          
                         
     
 
Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan 
Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, 
dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu 
(sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah 
mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan (yang benar) 
Q.S AL-Ahzab :4)
42
 
 
 Jadi mengambil anak angkat ini hanyalah mengucapkan kata-kata yang 
tidak menunjukkan kebenaran,dan hanya mencampur adukan keturunan, yang 
kelak menyebabkan hilangnya kebenaran, dan runtuhnya ikatan-ikatan keluarga 
yang asli, dan di atasnya ditegakkan fundamen hubungan kekeluargaan yang 
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palsu, yang hanya di buat-buat saja, dan mungkin akan mengakibatkan terkena 
kutukan Allah SWT, seperti diterangkan dalam Hadits Rosulullah SAW:
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 َّمَص َّٙ ِثَُّنا َلَال :َلَاَمف ٍِةنَاط َِٗتأ ٍُ ْت ُّٙ ِهَع َاََُثطَخ : َلَال ِّ ْٛ َِتأ ٍْ َع ِّٙ ًِ َّرنا َىْٛ ِْ اَشْتِإ ٍْ َع
 ِالله َُحَُْعن ِّ ْٛ َهََعف ِّ ْٛ ِنا َٕ َي ِشْٛ َخ َِٗنإ ٗ ًَ َرَْ ا ِٔ َأ ِّ ْٛ َِتأ َشْٛ َغ َِٗنإ َٗعَّدا ٍِ َي :َىَّهَس َٔ  ِّ ْٛ َهَع ُالله
 َل ًَ ْنا َٔ َو ْٕ َٚ ُُّْ ِي ُالله َُمثَْمٚ َلا ٍَ ْٛ ِع ًَ َْجاِساَُّنا َٔ  ِحَكِء َص ِحَيَاِٛمْنا ًلاْذََعلالا َٔ ًافْش)  ىهسي ِأس( 
 
Artinya: “Dari Ibrahi At-Tamiy dari bapaknya berkata : Ali bin Abi Thalib 
berkata kepada kami: Nabi Saw Bersabda : barangsiapa yang 
mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan 
ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah dan para malaikat 
dan manusia seluruhnya.  Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak 
menerima amalan-amalannya, baik yang wajib maupun yang 
sunah”.(HR. Muslim).44 
 
 Hadits di atas menunjukan bahwa Islam sangat melarang terhadap 
tindakan seseorang yang mengaku dirinya sebagai anak seseorang, sedangkan 
mereka mengetahui bahwa ia bukanlah anak kandungnya. Allah SWT dengan 
tegas memberikan ancaman akan melaknat orang-orang tersebut dengan menolak 
segala bentuk amal kebajikannya baik yang wajib maupun yang sunnah. 
a. Sering terjadi pengambilan anak angkat itu dijadikan sebagai suatu 
cara menipu dan menyusahkan kaum keluarga, seperti yang banyak 
kita saksikan sekarang. Misalnya, seorang laki-laki mengambil 
seorang anak angkat yang akan menjadi pewaris dari harta 
kekayaannya, dan demikian berarti orang tadi tidak memberikan 
kebahagiaan dari saudara-saudara dan ahli waris yang lainnya, 
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yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan 
Allah SWT. 
b. Mengangkat anak dan menetapkan statusnya sama dengan anak 
kandung, kadang-kadang menimpakan beban dan tugas-tugas yang 
berat kepada para keluarga, kalau misalnya ayah angkatnya 
meninggal, maka pihak  keluarga yang lain lalu bertugas 
memberikan nafkah kepadanya, siapa aja yang mampu di antara 
para keluarga yang palsu itu, entah kakaknya, atau saudara ayahnya 
atau saudara ibunya atau yang lainya. Hal itu menyebabkan 
ditimpakanya tugas-tugas  kepada para keluarga mereka, yang 
sama sekali tidak ada hubungan darah atau hubungan kekeluargaan 
dengan mereka. 
 Disamping itu, pengambilan anak angkat itu juga mengakibatkan 
haramnya apa yang halal, atau sebaliknya, karena anak itu akan menjadi muhrim 
dan wanita-wanita para keluarga yang sebenarnya bukan muhrimnya. Dia lalu 
merasa boleh melihat bagian-bagian tubuh mereka yang sebenarnya tidak boleh 
dilihatnya. Dan dipihak lain, menyebabkan dia tidak boleh menikah dengan 
wanita-wanita yang sebenarnya halal untuk dia. 
 Selain  ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan seperti 
pendapatnya Muhamad Syaltut dalam bukunya Al-Fatawa berpendapat bahwa : 
“Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah tabanni perlu dipahami bahwa 
tabanni itu dua bentuk salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak 
orang lain untuk diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, dalam rangka 
  
memberikan kasih sayang, nafkah pendidikan, dan keperluan lainnya, dan secara 
hukum anak itu bukan anaknya, tabanni seperti itu adalah perbuatan yang pantas 
dikerjakan oleh orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. 
Baik sekali mengambil anak orang lain yang memang perlu mendapatkan kasih 
sayang ibu/bapaknya (karena yatim piatu), atau untuk memberikan kesempatan 
belajar kepadanya, karena orangtua kandung anak tersebut yang bersangkutan 
kurang mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam itu 
merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama dan mendapat pahala. 
Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak 
angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar merasakan ketenangan hidup
45
 
 Disamping pendapat para ulama di atas, Majelis Ulama Indonesia dalam 
surat Nomor U-335/MUI/82 tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 Juli 1982 M, juga 
menuangkan pendapatnya tentang pengangkatan anak sebagai berikut:
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 Adopsi yang bertujuaan untuk kepentingan anak angkat seperti 
pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebagainya oleh agama Islam 
diperbolehkan: 
a. Orang-orang yang beragama Islam hendaknya mengadopsi atau 
mengangkat anak-anak yang beragama Islam, agar terjamin atau 
tetap terpelihara ke Islamannya. 
b. Pengangkatan anak jangan sampai mengakibatkan hak kekeluargaan 
yang biasa dicapai dengan nasab atau keturunan, sehingga adopsi 
tidak mengakibatkan hak waris atau wali mewakili dan lain 
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sebagainya. Oleh karenanya, apabila ayah dan ibu angkat akan 
memberikan sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada 
waktu masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa. 
 Adapun adopsi dilarang : 
a. Oleh orang-orang yang berbeda agamanya, misalnya orang yang 
beragama Nasrani mengadopsi anak yang bukan beragama Nasrani 
dan kemudian  dijadikan pemimpin Nasrani. 
b. Terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang  Eropa dan Amerika 
atau lain-lainya yang biasanya berlatar belakang seperti tersebut di 
atas. Oleh karenanya, supaya diadakan usaha untuk menutupnya. 
  Selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia 
Tahun 1994 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1405 Hijriah atau 
tepatnya pada bulan Maret 1984 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan 
tentang adopsi sebagai berikut : 
a. Islam mengakui ketentuan  (nasab sah), ialah anak yang lahir dari 
perkawinan (pernikahan) 
b. Mengangkat (Adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus 
hubungan keturunan (nasab) dengan ayah atau ibu kandungnya 
adalah bertentangan dengan syari’ah Islam. 
c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan 
agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk 
memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih 
  
sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan 
termasuk amal shaleh yang dianjurkan agama Islam. 
d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Asing (WNA) selain 
bertentangan dengan UUD1945 Pasal 34, juga merendahkan 
martabat bangsa.
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 Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang pengangkatan anak (adopsi 
anak), diketahui adanya perbedaan pendapat yang terbagi menjadi dua, yaitu 
pertama, pendapat yang mengharamkan hukumnya mengangkat anak, kedua, 
pendapat yang membolehkan hukum mengangkat anak. 
 Pertama, pendapat yang mengharamkan pengangkatan anak, mereka 
berpendapat demikian karena pengangkatan anak identik dengan pemindahan 
nasab (hubungan darah) antara anak dengan orangtua kandung dalam segala hal 
baik pemeliharaan, perwalian maupun pewarisan. Sedangkan menurut hukum 
Islam dilarang hukumnya memutuskan hubungan darah antara anak dengan 
orangtua. 
 Kedua, pendapat yang membolehkan mengangkat anak. Mereka 
berpendapat dengan melihat beberapa hal, seperti : 
a. Tujuan pengangkatan anak bukan untuk memutuskan hubungan nasab 
atau kekeluargaan anak dengan orangtua kandung dan keluarganya, 
akan tetapi pengangkatan anak bertujuan untuk membantu mereka 
yang dalam kesusahan atau tidak memiliki orangtua atau memiliki 
orangtua akan tetapi tidak memberikan (memenuhi) kebutuhan anak, 
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untuk memberikan kasih sayang dan memberikan pendidikan serta 
memenuhi kebutuhan hidup anak angkat sebagaimana layaknya anak 
kandung sendiri. 
b. Pengangkatan anak selain tetap menjaga status atau nasab anak, juga 
menjaga agama anak sehingga bagi mereka (anak angkat) yang 
beragama Islam masih tetap terjaga ke Islamannya. 
 Muhammad Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan haram dalam 
Islam, menjelaskan bahwa hukum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi 
dua bagian
48
yaitu : 
a. Haram 
 Pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita, suatu 
pemalsuan yang menjadi terasing dari lingkungan keluarga. Dia dapat 
bergaul bebas dengan perempuan keluarga itu dengan dalih sebagai 
sebagai mahram padahal hakekatnya mereka itu adalah orang asing. 
Istri dari ayah yang memungutnya bukan ibunya, begitu pula anak 
perempuannya, saudara perempuannya atau bibiknya. Dia sendiri 
sebenarnya asing. Di sisi lain, anak angkat ini dapat menerima waris 
dan menghijab keluarga dekat asli yang mestinya berhak menerimanya. 
Oleh karena itu, tidak sedikit keluarga yang sebenarnya merasa dengki 
terhadap orang baru yang bukan dari kalangan mereka ini yang 
merampas hak milik mereka dan menghalangi pusaka yang telah 
menjadi harapannya. Kedengkian semacam ini dapat menimbulkan hal-
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hal yang kurang baik, seperti dapat menyalakan api fitnah dan memutus 
family dan kekeluargaan. Oleh karena itu, Al Qur’an menghapus aturan 
jahiliah ini dan diharamkan untuk selama-lamanya serta dihapus 
seluruh pengaruh-pengaruhnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-
Qu’ran Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. 
b. Boleh 
Pengangkatan anak yang bertujuan untuk tidak dijadikan atau disebut 
sebagai anaknya sendiri, tetapi hanya disamakan dengan anaknya dalam 
hal kasih sayangnya, pemeliharaan, dan pendidikannya. Seperti 
pengangkatan anak yatim untuk diasuh, di beri makan, pakaian, diajar 
dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri. Tetapi bedanya, dia tidak 
menasabkan pada dirinya dan tidak diperlukan padanya hukum-hukum 
anak seperti yang di atas. Ini suatu cara yang terpuji dalam pandangan 
agama Allah SWT.  
B. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif 
 Secara etimologi istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di 
Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu adoption
49
atau dalam 
bahasa Belanda, adoptie
50
 ataupun dalam bahasa lain, adoptio
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 Maksud dari pengangkatan anak disini adalah pengangkatan anak untuk 
dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain 
untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua 
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kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua 
angkat tersebut. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan 
mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan 
demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu 
hubungan hukum.
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 Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan pasal 1 angka 9 adalah 
anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali 
yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, 
dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua 
angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
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 Sedangkan pengertian pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang RI 
No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) 
memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah 
perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan 
keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan 
keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan 
pengadilan.
54
Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek) 
adopsi ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak diatur di dalam 
staatsblad 1917 No. 129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa 
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pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh 
seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai 
keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan 
tetapi pada saat ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan 
dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. 
Sementara menurut yurisprudensi putusan MA RI No 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 
Mei 1990 jo putusan MA RI No 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 
pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir diurus, dipelihara, 
dikhitankan, disekolahkan, dikawinkan oleh orangtua angkatnya. Berdasarkan 
rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adopsi 
secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan 
orangtua kandungnya ke dalam kekuasaan orangtua angkatnya, untuk dipelihara 
dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya 
anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung. 
Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini terjadinya pengangkatan anak adalah 
sebagai berikut:  
a. Pihak orangtua kandung, yang menyediakan anaknya untuk 
diangkat. 
b. Pihak orangtua baru, yang mengangkat anak. 
c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan 
pengangkatan anak. 
d. Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan, 
organisasi). 
  
e. Pembuatan Undang-undang yang memutuskan ketentuan 
pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan. 
f. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau 
menghambat pengangkatan anak. 
g. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari 
perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya. 
 Tentang hubungan hukum antara orang asal setelah anak tersebut diangkat 
oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang 
mengangkatnya. 
 
1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak  
  Adapun dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai 
berikut: 
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, 
dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari 
pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang 
tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan 
untuk kesejahteraan anak. 
b. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1985 tentang Kewarga Negaran 
Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan ”anak asing 
yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga 
Negara Republik Indonesia, memperoleh Kewarga Negaraan Republik 
Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh pengadilan 
Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut. 
  
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 
dalam undang-undang ini benar-benar diatur. Bagaimana dalam 
pengusahaan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini 
diatur tentang pengangkatan anak dari pasal 39 sampai 41. Selain 
mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan 
kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun 
anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban hak yang sama. 
d. Undang-Undang Nomor 6 Tuhun 1974 tentang ketentuan-ketentuan 
pokok kesejahteraan sosial. Dasar hukum ini digunakan dalam adopsi 
anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian dan 
pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak 
dapat terpenuhi.
55
 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha 
kesejahteraan anak. Bagi anak yang mempunyai masalah dalam 
peraturan pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan 
kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 
f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 
mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Dalam Surat 
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Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, 
permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di 
pengadilan dan lain-lain. 
g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan 
(konveksi tentang hak-hak anak). Dasar hukum ini digunakan, karena 
dalam konveksi tentang hak-hak anak disebutkan, anak berhak 
mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk 
berkembang secara sehat dan wajar, medapatkan jaminan sosial, 
mendapatkan pendidikan, perawatan dan lain-lain.
56
 
Dasar hukum adopsi anak secara khusus oleh Dinas Kesejahteraan Sosial: 
a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/ HUK/KEP/IX/1980 tentang 
Organisasi Sosial Dasar hukum ini mengatur tentang organisasi-
organisasi sosial, termasuk yayasan sosial yang bertugas dalam 
menangani adopsi anak. 
b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1985 tentang Tim 
Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara 
Indonesia dan Warga Negara Asing Inter Country Adoption 
Keputusan Menteri Soaial ini mengatur tentang perizinan 
pengangkatan anak atau adopsi akan yang dilakukan antar WNI dan 
WNA. 
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 Berdasarkan pasal 8 staatsblad 1917 No. 129 berkaitan dengan syarat-
syarat tentang adopsi yaitu sebagai berikut:
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a. Persetujuan orang yang mengangkat anak 
b. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orangtuanya, 
maka diperlukan izin dari orangtua itu, apabila bapak sudah wafat dan 
ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan 
Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) selaku pengawas wali; 
c. Apabila anak yang akan diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, 
maka diperlukan izin dari orangtuanya, yang mengakuinya sebagai 
anak, maka harus ada persetujuan dari wilayah serta dari Balai Harta 
Peninggalan; 
d. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka 
diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri; 
e. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, 
maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari 
almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah 
yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka 
harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dan keluarga dan keluarga 
almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat; 
persetujuan yang dimaksud pada sub ini dapat diganti dengan izin 
Pengadilan Negeri dari wilayah kediaman janda yang ingin 
mengangkat anak. 
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 Adapun ketentuan lainnya yang diatur dalam Staatsblad 1917 No 129 
adalah
58
 
a. Pasal 10,Staatsblad 1917 No. 129 menyebutkan, bahwa pengangkatan 
anak ini harus dilakukan dengan Akta Notaris; 
b. Pasal 11, mengenai nama keluarga (geslachtsnaam) orang yang 
mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang 
diangkat; 
c. Pasal 12, menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari 
perkawinan orang yang mengangkat; 
d. Pasal 13, mewajibkan Balai Harta peninggalan untuk apabila ada 
seorang ingin mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang 
perlu mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan anak 
yang diangkat; 
e. Pasal 14, yang menyebutkan, suatu pengangkatan anak berakibat 
terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dan 
orangtuanya sendiri, kecuali:  
1) Megenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali 
kekeluargaan 
2) Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasarkan pada tali 
kekeluargaan 
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3) Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan biaya 
dari gijzeling (ditahan dalam penjara berhubungan dengan adanya 
utang uang) 
4) Mengenai kesaksian dalam akta autentik 
f. Pasal 15, yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak 
dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri, bahwa pengangkatan 
anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan 
akta notaris adalah batal dengan sendirinya (van Rechtswege Nietig); 
pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan 
pasal-pasal tersebut dalam Staatsblad 1917 No. 129. 
 Dalam Hukum Adat, dengan diangkatnya seorang anak, hubungan hukum 
dengan keluarganya yang lama tidak terputus, kecuali menurut Hukum Adat di 
bali (pengangkatan anak “sentana”). Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, 
seseorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orangtua angkatnya, 
apabila ia telah dibesarkan, dikhitankan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama, 
dan telah mendapat hibah dari orangtuanya (orangtua angkatnya).
59
Tentang 
kedudukan hukum anak angkat didalam Hukum Adat, ada beberapa Yurisprudensi 
 
Mahkamah Agung, mengenai status dan kedudukan hukumnya di dalam hal 
mewaris dari kedua orangtua yang mengangkatnya. 
 Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 
1959 tersebut menyebutkan bahwa, anak angkat berhak mewarisi harta 
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peninggalan orangtua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh 
orangtua angkat tersebut. 
 Yurisperudensi Mahkamah Agung No. 27 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 
1959, menentukan bahwa, menurut hukum yang berlaku dijawa Tengah, anak 
angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gomo-gini dari orangtua angkatnya, 
jadi terhadap barang pusaka (barang asal), anak angkat tidak berhak mewarisinya. 
 Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 516K/Sip/1968 tanggal 4 Januari 
1969, menurut Hukum Adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak 
mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya. Ia hanya dapat 
memperoleh hadiah atau hibah dari orangtua angkatnya selagi hidup. 
 Dari ketentuan Yurisprudensi ini, kedudukan anak angkat dari beberapa 
daerah mencerminkan bagaimana adat istiadat masyarakat adat setempat 
memberikan status hukum kepada anak yang diangkat. Seperti dijawa, biasanya 
yang diangkat selaku anak masih kerabat dekat, misalnya keponakan sendiri, dan 
kebanyakan yang mengangkat anak itu tidak mempunyai anak sendiri. 
 Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam lembaga pengangkatan anak 
ini. Penamaan anak angkat tidak menjadikan seorang anak angkat tersebut 
mempunyai hubungan darah dengan orangtua angkatnya. Penamaan dan 
penyebutan anak angkat tidak diakui di dalam Hukum Islam untuk dijadikan 
sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip 
pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau urhaam. Hubungan anak 
angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulb. Anak 
  
sulbi asalnya adalah anak sulbi, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum 
tulang sulbi atau pulang punggung kamu.
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 Berikut ini adalah syarat dan prosedur pengangkatan anak yang telah di 
atur dalam Undang-Undang berlaku: 
1. Syarat, kriteria, dan prosedur adopsi (pasal 39 dan 40) 
 Pasal 39 
a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 
setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan 
orangtua kandungnya. 
c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut 
oleh calon anak angkat. 
d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan 
 sebagai upaya terakhir. 
e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak 
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. 
 Pasal 40 
a. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya 
mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. 
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b. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan  memperhatikan 
kesiapan anak yang bersangkutan. 
Pasal 41 
a. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Ketentuan mengenai 
bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur dengan peraturan pemerintah. 
b. memerintahkan pembuatan peraturan pemerintah (PP) pengasuhan 
dan pengangkatan anak pasal 41 ayat 2 sebagaimana di atas. 
c. perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak. 
Pasal 13 
a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak 
lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak 
mendapat perlindungan dan perlakuan : 
1). Diskriminasi 
2). Eksploitasi, baik ekonomi maupun 
3). Penelantaran 
4). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 
5). Ketidakadilan dan 
6). Perlakuan salah lainnya.
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 Jadi pasal 39 sampai 41 selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga 
mengatur tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak 
kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban hak yang 
sama. 
a) Undang-Undang Nomor 6 Tuhun 1974 tentang ketentuan-ketentuan 
pokok kesejahteraan sosial. Dasar hukum ini digunakan dalam 
adopsianak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian dan 
pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak 
dapat terpenuhi.
62
 
b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha 
kesejahteraan anak. Bagi anak yang mempunyai masalah dalam 
peraturan pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan 
kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya.  
c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. 
Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan 
anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di 
pengadilan dan lain-lain. 
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d) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan 
(konveksi tentang hak-hak anak). Dasar hukum ini digunakan, karena 
dalam konveksi tentang hak-hak anak disebutkan, anak berhak 
mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk 
berkembang secara sehat dan wajar, medapatkan jaminan sosial, 
mendapatkan pendidikan, perawatan dan lain-lain.
63
 
 
2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak 
 Ketentuan dalam pasal 5 staatsblad 1917 Nomor 129, mengaatur siapa-
siapa yang dapat mengangkat anak, dipersyaratkan bahwa pengangkatan anak 
dapat dilakukan oleh suami-istri bersama-sama atau jika ia telah bercerai dengan 
istrinya, maka pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri. Dalam hal 
seorang laki-laki yang kawin atau telah pernah kawin mengangkat anak, ia harus 
tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik 
berdasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan anak. Demikian pula 
seorang janda yang ditinggal suaminya karena karena meninggal dunia dan tidak 
kawin lagi, dapat mengangkat anak jika dari perkawinannya tidak mempunyai 
keturunan, kecuali sebelum meninggal dunia suaminya telah membuat wasiat 
yang tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat 
melakukan pengangkatan anak. 
  Dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 diatur 
syarat-syarat pengangkatan anak, yang dibedakan menjadi 3 yaitu: 
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1. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warga Negara 
Indonesia: 
a. Calon orang tua angkat: 
1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orangtua 
kandung dengan orangtua angkat (private adoption) 
diperbolehkan. 
2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang 
tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single 
parent adoption) diperbolehkan. 
b. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat: 
1) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu 
yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Mentri 
Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan 
bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak. 
2) Colon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan Sosial 
yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis 
dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa anak 
tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat. 
2. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh 
orangtua angkat Warga Negara Indonesia (inter country adoption): 
a.  Calon orangtua angkat: 
1) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu 
Yayasan Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan 
  
bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga 
pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara 
orangtua kandung WNA dengan orangtua angkat tidak 
diperbolehkan. 
2) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak 
terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent 
adoption) tidak diperbolehkan. 
b.  Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNA: 
1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun; 
2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat 
yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang 
bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat 
oleh calon orangtua angkat WNI yang bersangkutan. 
3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia 
oleh orangtua angkat Warga Negara Asing (inter country adoption): 
a. Calon orangtua angkat: 
1) Harus telah berdomisili dan bekerja tetep di Indonesia 
sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun. 
2) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang 
ditunjuk bahwa calon orangtua angkat WNA memperoleh 
izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak 
seorang Warga Negara Indonesia. 
  
3) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan suatu Yayasan 
Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di 
bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan 
anak WNI yang langsung dilakukan antara orangtua kandung 
WNI dengan orangtua angkat WNA tidak diperbolehkan. 
4) Pengangkatan anak WNI oleh orang WNA yang tidak terikat 
dalam perkawinan yang sah/belum menikah tidak 
diperbolehkan. 
b. Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNI: 
1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 (lima) tahun. 
2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial ataau pejabat 
yang ditujukan bahwa calonanak angkat WNI yang 
bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat 
oleh calon orangtua angkat WNA yang bersangkutan.
64
 
 
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 
 Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam 
pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut: 
a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk 
memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung. 
b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak 
angkat sudah tidak akan mendapatkan warisan lagi dari orang tua 
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kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua 
angkatnya. 
c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungan 
anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. 
Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh 
pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih 
kepada orang tua angkat. 
d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat, dalam hal ini anak tidak akan 
mendapatkan marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari 
orang tua angkat.
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 Menurut Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi perempuan untuk keadilan, 
akibat hukum dari pengangkatan anak (adopsi anak) berdampak pada hal 
perwalian dan waris.
66
 
1. Perwalian 
 Dalam hal perwalian, sejak putusan dibacakan oleh pengadilan, maka 
orang tua angkat menjadi wali dari anak angkatnya tersebut. Sejak saat itu pula 
segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkatnya, 
kecuali bagi anak perempuan yang beragama Islam, bila ia akan menikah maka 
yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya sendiri atau 
saudara kandungnya (sedarah). 
2. Waris 
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 Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam, maupun Nasional 
memiliki ketentuan mengenai hak waris. Kegiatannya memiliki kekuatan yang 
sama, artinya seseorang dapat memilih hukum mana yang akan dipakai untuk 
menentukan pewarisan bagi anak angkat. 
 Menurut peraturan perundang-undangan (dalam Staadblaad Tahun. 1917 
No.129), akibat hukum dari pengangkatan anak, adalah secara hukum 
pengangkatan anak memiliki akibat hukum bahwa anak tersebut memperoleh 
nama orangtua angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari 
perkawinan orangtua angkat dan menjadi ahli waris dari orangtua angkat. Artinya, 
akibat dari pengangkatan anak (adopsi anak) tersebut maka terputuslah segala 
hubungan perdata antara orangtua kandung dan anak tersebut. 
 Selain akibat hukum yang mengaitkan hak dan kewajiban anak setelah 
diangkat oleh orangtua angkatnya, terdapat juga akibat anak tersebut dengan 
pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbuatan pengangkatan anak tersebut 
seperti akibat hukum dengan orangtua kandung dan orangtua angkat. 
3. Dengan Orangtua kandung 
 Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan 
orangtua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur 
atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orangtua 
kandung telah digantikan oleh orangtua angkat.  
 Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan kalimantan. 
Kecuali didaerah jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur 
perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukan anak itu kedalam kehidupan 
  
rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu 
dengan orangtua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari 
sudah ikut orangtua angkatnya dan orangtua kandung tidak boleh ikut campur 
dalam dalam hal perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat. 
4. Dengan Orangtua Angkat 
  Kedudukan anak angkat terhadap orangtua angkat mempunyai kedudukan 
sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan 
keperdataan. Hak ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti 
di Pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan 
anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu kedalam 
keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai 
anak kandung.
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 Di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si 
anak dengan orangtua angkatnya seperti hubungan anak dengan orangtua kandung 
dan hubungan dengan orangtua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak 
angkat mewarisi dari orangtua angkatnya dan tidak dari orangtua kandungnya.
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 Terdapat sebuah pengaturan khusus tentang hak waris anak angkat yang 
diatur dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa tidak 
semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hal tersebut dapat 
dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung, antara lain: 
1) Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959.  
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 Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya 
diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orangtua angkatnya, jadi 
terhadap barang pusaka (barang asal)  anak angkat tidak berhak 
mewarisinya. 
2) Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957.Anak kukut (anak 
angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini 
kembali kepada waris keturunan darah. 
3) Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959. 
Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya 
yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orangtua angkat 
tersebut. 
 Secara garis besar akibat hukum tentang perbuatan pengangkatan anak 
sudah sangat jelas pengertiannya karena telah diatur di dalam peraturan 
perundang-undangan Indonesia. Akibat hukum tersebut akan selalu muncul 
apabila sebuah keluarga memutuskan untuk mengangkat seorang anak, karena 
perbuatan tersebut akan menciptakan hak dan kewajiban kepada anak yang telah 
diangkat. 
 Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan 
keputusan Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan 
adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara 
pihak orangtua yang mengangkat dengan orangtua kandung anak. Jika, seorang 
anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang 
ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan. 
  
 Sejak putusan diucapkan oleh  pengadilan, maka orangtua angkat 
menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban 
orangtua kandung teralih pada orangtua angkat. Kecuali, bagi anak angkat 
perempuan yang beragama islam,bila ia akan menikah maka yang bisa jadi wali 
nikah hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hal ini 
perkawinan siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, 
maka ia harus tunduk pada hukum atau Undang-Undang perkawinan yang berlaku 
di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khazanah hukum kita, 
baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan 
mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang 
bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi 
anak. 
 Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris 
bagi anak angkat tergantung pada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang 
perantau, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali 
keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karena itu, selain 
mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris 
dari orangtua kandungnya. 
 Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum 
dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orangtua kandungnya dan 
anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sementara dalam  
staatsblad 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak 
tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai 
  
anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat. Artinya, akibat 
pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang 
berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak 
tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan 
anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak 
kandung orangtua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui tentang asal 
usulnya. Karena itu, orangtua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnya 
kepada anak angkat tersebut, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada 
orangtua kandungnya.
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BAB III 
LAPORAN PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing 
Kabupaten Oran Komering Ilir 
1. Sejarah Desa Sumber Makmur 
 Menurut sejarah bahwa Pada Tahun 1985 Masyarakat Desa Sumber 
Agung membuka lahan baru, yang letak lokasinya sebelah timur Desa Sumber 
Agung dan di sebelah barat Sungai Lempuing, yang maksud dan tujuannya akan 
dijadikan sebuah dusun yaitu dusun V Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing 
Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada waktu itu Desa Sumber Agung dipimpin 
seorang Kepala Desa yaitu  Bapak  Hasan Basri penduduk yang ada pada waktu 
itu adalah berasal dari daerah Jawa timur, Jawah tengah, Jawah Barat serta 
penduduk setempat atau lebih dikenal dengan sebutan penduduk Asli Sumatera.
 Penduduk yang pertama kali ditempatkan dipemukiman adalah yang 
berasal dari jawa yaitu Bapak Zullaly, kemudian menyusul yang lain sebanyak 12  
(dua belas) Kepala Keluarga, Jawa Barat 9 (sembilan) Kepala Keluarga, penduduk 
Asli Sumatera sebanyak 3 (tiga) Kepala Keluarga,  hingga jumlah seluruh yang 
ditempatkan sebanyak 24 (dua puluh empat) Kepala Keluarga. Pada waktu itu 
masyarakat sangat semangat dengan keadaan kemajuan lingkungan, sehingga 
banyak fasilitas-fasilitas umum yang didirikan seperti: Pos Kamling, Musholla, 
dan Gedung Sekolah Dasar, dibawah pimpinan Bapak Karep sebagai Kepala 
Dusunnya, dan atas perjuangan Kepala Desa yang sangat gigih memperjuangkan 
desanya, maka pada akhir tahun 1985, gedung Sekolah Dasar dibangun Permanen 
  
oleh Pemerintah. Berdasarkan kesepakatan Musyawarah para tokoh masyarakat 
yang dikodinir oleh Bapak Mahmud dan berdasarkan program Pemerintah 
Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka pada tahun 2008 Dusun V Desa Sumber 
Agung mengusulkan Pemekaran Desa dengan mengusulkan Bapak Mahmud 
sebagai pejabat sementara (PJS) Kepala Desanya dan Sumber Makmur nama 
desanya, berkat perjuangan yang kuat dan Rahmat dari Tuhan, maka pada tanggal 
04 bulan Mei Tahun 2012 Bapak Mahmud dilantik sebagai pejabat sementara 
(PJS) Kepala Desa. Pada tanggal 19 Agustus 2012 masa jabatan Bapak Mahmud 
berakhir, maka untuk selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yang bernama 
Muhammad Husin untuk melanjutkan perjuangan orang tuanya, dan Beliaulah 
yang memfasilitasi sampai ke Pemilihan Kepala Desa. 
 Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 27 Nopember 
2013 Desa Sumber Makmur dapat melaksanakan Pesta Demokrasi yaitu 
melaksanakan pemilihan Kepala Desa, dan pada tanggal 20 Februari 2014 saudara 
Hasan Basri dilantik sebagai Kepala Desa Sumber Makmur yang Definitif, hasil 
Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 27 Nopember 2013 yang lalu, sehingga 
sekarang Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan 
Komering Ilir dapat mengatur desanya sendidri. Selanjutnya Penduduk Desa 
Sumber Makmur karena kian hari kian bertambah, maka pada saat ini penduduk 
Desa Sumber Makmur berjumlah 1.351 orang, 720 orang Laki-Laki dan 631 
orang Perempuan dengan jumlah 396 Kepala Keluarga. 
 
 
  
2. Keadaan Geografis Dan Demografis Desa Sumber Makmur 
a. Letak Desa Sumber Makmur 
 Desa Sumber Makmur terletak di dalam wilayah Kecamatan 
Lempuing Kabupaten Ogan Komering lir, Provinsi Sumatera Selatan. 
Desa Sumber Makmur berjarak 8 KM dari pusat pemerintah Kecamatan 
Lempuing, berjarak 85 KM dari wilayah Pemerintah Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, dan 121,5 KM dari pusat Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan. 
b. Batas wilayah Desa Sumber Makmur 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kepayang Kecamatan 
Lempuing. 
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumi Arjo Kecamatan 
Lempuing. 
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tebing Suluh Kecamatan 
Lempuing. 
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Agung Kecamatan 
Lempuing.  
c. Luas Wilayah Desa Sumber Makmur 
 Luas wilayah Desa Sumber Makmur adalah 350 Hektar dimana 75 
% berupa daratan yang bertopografi tinggi, dan 75 % itulah 
dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan karet dan untuk perumahan 
penduduk, yang 25% nya merupakan dataran rendah, dan yang 
digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian (sawah). Iklim Desa 
  
Sumber Makmur, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 
mempunyai dua iklim yaitu Kemarau dan Penghujan, hal tersebut 
mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan 
pertanian yang ada di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing 
Kabupaten Ogan Komering Olir. 
 
1) Potensi Alam 
 Luas Desa    : 350 ha 
 Tanah Sawah    : 85 ha 
 Tanah Kering    : - 
 Tanah Rawa    : - 
 Tanah perkebunan   : 172 Ha 
 Tanah Pemukiman   : 40,625 Ha 
 Tanah Kas Desa   : - 
 Tanah Fasilitas Umum  : 2 Ha 
 Tanah Lain-lain      : - 
2) Orbitasi 
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan  : 8 Km 
 Jarak ke Ibu Kota Kabupatan  : 85 Km 
 Jarak ke Ibu Kota Propinsi  : 212,5 Km 
  
3) Iklim 
 Curah Hujan     : 37 C 
 Jumlah Bulan Hujan   : 7 
 Suhu Rata-rata Harian     : 37 C 
 Bentang Wilayah   : Datar 
4) Potensi Pertanian 
 Tanaman Pangan   : - 
 Tanaman Perkebunan   : - 
 Tanaman Hortikultura  : - 
5) Potensi Air 
 Irigasi     : - 
 Bendungan    : - 
 Mata Air    : - 
 Sumur Gali    : - 
 Sungai     : 2 
 Rawa     : - 
 Danau     : - 
 
  
3. Keadaan Penduduk 
 Dari hasil sensus penduduk Desa Sumber Makmur mempunyai jumlah 
keseluruhan penduduk yang bermukim di Desa Sumber Makmur yaitu 1.351 jiwa, 
yang terdiri dari laki-laki : 720 jiwa, perempuan : 631 Jiwa dengan jumlah 396 
Kepala Keluarga (KK), yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah dusun, dengan 
rincian sebagai berikut :                          
Tabel 1 
Jumlah Penduduk  Per Dusun 
Jenis 
Kelamin 
Dusun Jumlah  
I II III IV V 
Laki-Laki    180    176    123   122    119     720 
Perempuan    145    154    111   115    106     631 
Jumlah    325    330    235   237    225     1.351 
Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018 
 
a. Penduduk Berdasarkan Usia  
Tabel 2 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 
No    Usia (Tahun)     Jumlah (Jiwa)    Usia (Tahun)     Jumlah (Jiwa) 
1    1-4     116    40-44   101 
2    5-9     116    45-49    67 
3    10-14     129    50-54    83 
  
4    15-19     123    55-59    39 
5    20-24     137    60-64    42 
6    25-29     115    65-69    16 
7    30-34     111    70 ke atas    44 
8    35-39     182   
Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018 
 
b. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tabel 3 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Penduduk Dan Keluarga   Jumlah 
1 Laki - laki     720 
2 Permpuan    631 
3 Kepala Keluarga (KK)     396  
4 Penduduk/ jiwa     1.351    
Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018 
 
c. Penduduk Berdasarkan Pendidikan 
 
 
 
 
  
Tabel 4 
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumber Makmur 
 
No Tingkat pendidikan Jumlah 
1 Belum sekolah     71 
2 Tidak sekolah     8 
3 Tamat sekolah dasar    782 
4 Tidak tamat SD    251 
5 Tamat SLTP     223 
6 Tamat SLTA      191 
7 Tamat perguruan tinggi   15 
Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018 
4. Keadaan Mata Pencaharian 
 Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sumber Makmur secara kasat mata 
terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat 
miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di 
sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal 
seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan karet dan sebagian kecil di sektor 
formal seperti PNS, Honorer, guru, tenaga medis lainnya. 
Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian: 
 
 
 
  
Tabel 5 
Mata Pencarian Penduduk Desa Sumber Makmur 
No Mata pencarian  Jumlah orang 
1 Petani      189 
2  Buruh Tani 191 
3  Pegawai Negeri 3 
4  Pedagang     4 
5 Penjahit       2 
6 Sopir    1 
7 Tukang     4 
8 Guru Swasta      2 
Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018 
5. Keadaan Kehidupan Keagamaan 
 Sebelum menguraikan tentang aktifitas keagamaan di Desa Sumber 
Makmur, akan disajikan jumlah penduduk berdasarkan agama. Penduduk Desa 
Sumber Makmur mayoritas beragama Islam, seperti terlihat dalam tabel berikut: 
 
 
 
 
 
  
Tabel 6 
Jumlah Penduduk Menurut Agama 
Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018 
 Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa tingkat 
kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Sumber Makmur terdapat ajaran 
agama, khususnya agama Islam sebagai umat yang mayoritas sangat diperlukan. 
Dan karenanya pembangunan agama diarahkan kepada penciptanya insan-insan 
pembangunan yang agamis. 
 Sedangkan untuk sarana pribadatan yang telah berdiri di wilayah ini 
adalah 7 buah masjid. Masjid-masjid inilah yang sering dijadikan sebagai tempat 
kegiatan-kegiatan keagamaan oleh masyarakatnya, seperti peringatan hari besar 
islam, Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, kegiatan Remaja Islam Masjid 
dan pengajian anak-anak serta kegiatan-kegiatan lainnya. 
 Aktifitas keagamaan masyarakat Desa Sumber Makmur pada garis 
besarnya tidak berbeda dengan Desa lainnya yaitu : 
No Agama yang Dianut Jumlah orang 
1 Islam 381 
2 Kristen 15 
3 Hindu 0 
4 Budha 0  
5 Katholik  0 
  
a. Aktifitas Keagamaan Usia Anak-Anak 
Pada usia anak-anak, aktivitas keagamaan yang diadakan oleh 
masyarakat Desa Sumber Makmur adalah dengan dibukanya 
pendidikan non fofmal di masing-masing masjid dan mushola seperti 
Taman pendidikan Al Qur’an (TKA) bagi anak-anak yang berusia 4-6 
tahun, taman pendidikan Al Qur’ an (TPA) bagi anak-anak yang berusia 
7-11 tahun dan Ta’limul Quran Lil’aulad (TQA) bagi anak-anak 12-14 
tahun. Kegiatan diatas dilaksanakan pada masing-masing masjid dan 
mushola secara rutin setiap hari khususnya pada malam hari (ba’da 
magrib) dengan dibimbing oleh beberapa tenaga pengajar. Materi yang 
disajikan diorientasikan dengan kajian Al Quran ditambah dengan 
materi tambahan seperti hapalan surat-surat pendek, hapalan ayat-ayat 
pilihan, hapalan doa-doa keseharian, pembelajaran ceramah yang 
diadakan satu bulan sekali dan bermain (BCM), tarikh, ilmu tajwid, 
aqidah, fiqih dan lain-lain. 
 
b. Aktifitas Keagamaan Usia Remaja Dan Dewasa 
Pada usia ini, aktifitas keagamaan yang bersifat eksidental diakomodir 
pada organisasi Remaja Islam (Risma). Kegiatan-kegiatan oleh Remaja 
Islam adalah :  
1) Pengajian keliling di rumah-rumah anggota Risma secara 
bergantian yang diadakan setiap malam jum’at. 
2) Kajian ilmu-ilmu Islam sekaligus dilanjutkan dengan dialok 
keislaman yang diadakan setiap malam selasa. 
  
3) Pada moment-moment tertentu remaja Islam Masjid juga 
mengadakan pengajian akbar, perayaan hari-hari besar Islam 
dan lain-lain. 
 
c. Aktifitas Keagamaan Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu 
Pada usia ini, aktivitas keagamaan yang bersifat eksidental diakomodir 
pada majlis ta’lim baik majlis ta’lim bapak-bapak atau majlis ta’lim 
ibu-ibu. Dimana kegiatan-kegiatan yang diadakan adalah pengajian 
keliling ke rumah-rumah anggota majlis ta’lim setiap malam jum’at 
untuk jamaah bapak-bapak dan setiap hari jum’at sore untuk jamaah 
ibu-ibu. Pada kegiatan tersebut, selain pembacaan surat Yasin, juga 
diadakan sholat isya berjamaah dan dilanjut siraman rohani serta dialog 
keislaman. 
 
B. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur 
Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir 
 Desa Sumber Makmur merupakan salah satu Desa yang ada di kecamatan 
Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari berbagai suku dan 
agama yang sebagian besar bersuku jawa, oleh karena itu keterikatan 
masyarakatnya terdapat norma-norma adat yang masih melekat dan diwarnai 
dalam kehidupan sosial kemasyarakatnya, dan tidak terlepas dari itu adalah cara 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun dari semua 
kehidupan rumah tangga tidak semuanya berujung harmonis, yang membuat 
hubungan tidak harmonis adalah salah satunya tidak mempunyai keturunan, di 
  
Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing terdapat sebuah rumah tangga yang 
melakukan pengangkatan anak dalam kandungan, pengangkatan anak termasuk 
bagian subtansi dari perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum 
yang hidup dan berkembang di masyarakat, adapun yang menjadi pertanyaan 
dalam pengangkatan anak tersebut yaitu peoses masyarakat desa Sumber Makmur 
dalam melakukan pengangkatan anak. 
  Menurut keterangan dari beberapa masyarakat Desa Sumber Makmur bahwa 
pengangkatan anak pada masyarakat Desa Sumber Makmur yaitu hanya melalui 
musyawarah antar keluarga anak yang akan di angkat dengan keluarga orangtua 
yang akan mengangkat anak tersebut, pengangkatan anak dalam kandungan ini 
juga melalui pembayaran kepada orangtua kandung anak tersebut dengan 
memberikan sejumlah uang kepada mereka sesuai dengan kesepakatan yang 
mereka minta dalam musyawarah mereka sebelumnya, secara tidak langsung 
bahwa mereka mengangkat anak tersebut dengan cara membeli anak tersebut dari 
kedua orangtua kandungnya, setelah melakukan transaksi pembayaran mereka 
membuat kesepakatan bahwa anak tersebut tidak lagi menjadi hak kedua orangtua 
kandungnya dan anak tersebut jatuh kepada kedua orangtua angkatnya tanpa bisa 
diganggu gugat lagi dengan syarat harus mempunyai kesepakatan yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak serta kepala desa setempat guna untuk 
dijadikan sebagai bukti jika suatu saat nanti terjadi masalah terhadap kedua belah 
pihak. 
 
 
  
1. Hubungan Anak Angkat Dengan Orangtua Kandungnya 
 Menurut pendapat bapak Paejin salah satu seorang masyarakat Desa 
Sumber Makmur yang melakukan pengangkatan anak berpendapat bahwa setelah 
anak itu diangkat menjadi anak angkatnya hubungan anak itu dengan keluarga 
kandungnya terutama kedua orangtuanya terputus, alasannya karena jika tidak 
diputuskan hubungan anak angkat tersebut kepada keluarganya anak angkat 
tersebut akan kembali kepada keluarga kandungnya pada saat ia mengetahui 
bahwa ia hanya seorang anak angkat
70
. Pihak masyarakat lain ada juga yang 
berpendapat bahwa jika tidak diputuskan hubungan anak dengan orangtua 
kandungnya akan terjadi perselisihan dalam keluarga mereka. Maka hal ini 
dijadikan sebagai hal yang disembunyikan dari anak angkat tersebut guna untuk 
menutupi timbulnya masalah.  
2. Ketentuan Hukum Anak Angkat Menurut Masyarakat Desa Sumber Makmur 
 Menurut bapak Sohan salah Tokoh masyarakat di Desa Sumber Makmur 
bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang di angkat untuk dijadikan anak 
sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Maka dari itu 
semua yang bersangkutan dengan kedua orangtua kandungnya tidak ada 
hubungan apapun lagi.
71
 
 Menurut pendapat bapak RekaYakub tentang ketentuan hukum anak 
angkat tidak bermasalah untuk masyarakat Desa Sumber Makmur jika anak 
tersebut tidak mengetahui asal-usul atau orangtua kandungnya dan anak angkat itu 
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Hasil wawancara dengan Bapak Sohan Tokoh Masyarakat Desa Sumber Makmur, 15 
Februari 2018  
  
benar-benar sah untuk dijadikan sebagai anak kandung orang tua angkatnya, 
tujuannya adalah agar anak tersebut hidup nyaman bersama kedua orangtua 
angkatnya sebagaimana anak itu mengetahui bahwa orangtua angkatnya tersebut 
tidak lain dari kedua orangtua kandungnya. Karena baik buruknya sikap dan 
prilaku kedua orangtua angkatnya terhadap anak angkatnya menjadi sebuah 
cerminan buat seorang anak.
72
 Dalam hal ini, teknis yang dilakukan masyarakat 
Desa Sumber Makmur dalam ketentuan hukum anak angkat adalah dengan 
mengangkat anak tersebut seolah-olah mereka mempunyai seorang anak dari janin 
mereka, yaitu mengangkat anak tersebut benar-benar seperti anak kandung 
mereka sendiri. 
3. Pandangan Masyarakat Adat Terhadap Nasab Anak Angkat. 
 Menurut bapak Bonari bahwa anak angkat itu terputus nasabnya dengan 
orangtua kandungnya karena dengan alasan demi kebaikan anak angkat tersebut 
agar merasakan kenyamanan tinggal bersama orangtua angkatnya, sistem ini 
dilakukan dalam pengangkatan anak pada masyarakat Sumber Makmur guna 
untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga anak angkat terhadap orangtua 
angkatnya, karena orangtua angkatnya tidak ingin anak angkatnya mengetahui 
bahwa anak tersebut bukan anak kandung dari kedua orangtua nya, yang selama 
ini anak tersebut hanya mengetahui bahwa mereka lah orangtua kandungnya yang 
telah mengasuh, mendidik, dan membesarkannya, memberikan semua 
kebutuhannya sejak masih didalam kandungan hingga sekarang ini. Anak angkat 
yang senantiasa taat dan berbakti kepada kedua orangtua angkatnya selama ini 
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tidak akan mengetahui bahwa anak tersebut hanya seorang anak angkat.
73
 
 Menurut bapak Slamet salah satu Tokoh masyarakat Desa Sumber 
Makmur tentang nasab anak angkat bahwa tidak ada masalah dalam nasab anak 
angkat tersebut terputus dengan orangtua kandungnya karena sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat di desa Sumber Makmur dari dulu hingga sekarang, mereka 
melakukan hal tersebut atas dasar untuk kebaikan terhadap anak angkat agar hidup 
nyaman dan harmonis bersama orangtua angkatnya.
74
 
4. Ketentuan Hukum Tentang Waris Terhadap Anak Angkat 
 Menurut bapak Rohimin yang merupakan salah satu Tokoh masyarakat 
Desa Sumber Makmur bahwa semua harta warisan yang dimiliki oleh orangtua 
angkatnya boleh diturunkan hak warisnya kepada anak angkat. Dalam hal ini anak 
angkat merupakan hal yang terpenting terhadap harta warisan dari orangtua 
angkatnya dan anak angkat tersebut menjadi generasi penerus didalam semua 
harta yang dimiliki orangtua angkatnya, dan anak angkat tersebut tidak 
mendapatkan harta warisan dari orangtua kandungnya.
75
 Namun demikian, hal 
mendasar yang sangat berperan dalam harta warisan anak angkat ini yaitu bahwa 
dalam adat masyarakat Desa Sumber Makmur warisan orangtua angkat tidak ada 
tempat mewariskannya terkecuali terhadap anak angkat, karena disini orangtua 
angkat mengangkat anak itu dikarenakan mereka benar-benar tidak dikaruniai 
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anak, dan mereka dengan sungguh-sungguh melakukan pengangkatan anak untuk 
menjadi penerus hak terhadap harta waris yang mereka miliki. 
 Mengangkat anak sangat berpengaruh terhadap harta waris karena harta 
waris yang orangtua angkatnya miliki, seringkali menjadi perselisihan terhadap 
pihak keluarga dari orangtua angkatnya, ini juga terjadi dimasyarakat Desa 
Sumber Makmur yang mengangkat anak. Maka dari itu harta waris ini harus 
benar-benar diperjelas dalam masalah pengangkatan anak. Sedangkan setelah 
anak angkat tersebut mempunyai anak maka selanjutnya bisa diberikan kepada 
anaknya dari anak angkat tersebut atau cucu dari orangtua angkat, dan menurut 
adat masyarakat Desa Sumber Makmur kedudukan harta waris sangat penting 
dijatuhkan kepada anak angkat. Oleh karena itu anak angkat sangat dituntut untuk 
bisa menjaga harta warisan tersebut. 
5. Kasus Posisi Pengangkatan Anak Di Desa Sumber Makmur 
 Menurut Ibu hartini selaku ibu kandung anak yang diangkat oleh bapak 
Paejin dan Ibu Sawijah yang merupakan salah satu masyarakat Sumber Makmur, 
Ibu Hartini menjelaskan bahwa saat mengalami kesusahan dalam menafkahi anak-
anaknya, Ibu Hartini dikaruniai tiga anak dan satunya masih dalam kandungan 
yang berusia 1 (satu) bulan lebih dikandungan, selama perkawinannya, suami Ibu 
Hartini sering meninggalkan keluarganya tanpa memberi nafkah buat anak-
anaknya dan tidak memberi kabar. Terakhir kali suaminya meninggalkan Ibu 
Hartini ketika anak kedua Ibu Hartini baru berusia 2 (dua) tahun, dan baru 
kembali kerumah saat anak kedua berusia 2/5 (dua setengah) tahun, setelah 
kembali ke rumah, suami dan Ibu Hartini mulai membangun keluarganya kembali 
  
dengan baik dan sempat bertanggung jawab menafkahi istri dan kedua anak-
anaknya. Namun, setelah 6 (enam) bulan suami Ibu Hartini dirumah kebiasaan 
buruk suami terulang kembali dengan meninggalkan Ibu Hartini dan anak-
anaknya, setelah beberapa minggu dari kepergian suaminya, disaat itu Ibu Hartini 
mengetahui bahwa sedang ada janin di dalam kandungannya, saat itu suami Ibu 
Hartini tidak mengetahui bahwa Ibu Hartini sedang mengandung, karna rasa 
kecewa Ibu Hartini terhadap suaminya maka memutuskan untuk tidak lagi 
mengharapkan suaminya datang kembali, Ibu Hartini yang sudah lama bekerja 
disebuah rumah makan untuk bekerja sendiri menafkahi anak-anaknya merasakan 
letihnya bekerja dengan kondisi yang sedang mengandung dan ditambah lagi 
harus mengurusi anak-anaknya yang masih kecil, maka Ibu Hartini berfikir dan 
memutuskan untuk memberikan anak yang masih dalam kandungannya kepada 
Bapak Paejin saat janin itu berusia 3 bulan. Menurut Ibu Hartini jika anak tersebut 
tidak diberikan kepada orang lain maka Ibu Hartini akan kesulitan dalam bekerja 
dengan mengurus ke 3 (tiga) anaknya  yang masih kecil.
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Hasil wawancara dengan Ibu Hartini selaku seorang yang memberikan anak, Tanggal 15 
Februari 2018. 
  
BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Proses Pengangkatan Anak dalam Kandungan pada Masyarakat Desa 
Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir 
 
  Proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Sumber Makmur 
Kecamatan Lempuing yaitu seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu 
mereka hanya melakukan musyawarah antar keluarga serta melakukan perjanjian 
mengenai pengangkatan anak tersebut, dan juga melakukan proses penyerahan 
sejumlah uang yang sesuai dengan isi kesepakatan yang telah mereka 
musyawarahkan sebelumnya, menurut mereka dengan cara tersebut mereka akan 
lebih yakin bahwa anak yang diangkat tidak akan kembali kepada kedua orangtua 
kandungnya. 
 Apabila anak tersebut telah diangkat menjadi anak angkat tidak ada 
hubungan lagi dengan orangtua kandungnya atau nasab ikatannya telahterputus 
alasannya adalah agar anak angkat tidak mengetahui bahwa ia anak angkat, dan 
agar anak angkat tersebut tidak kembali lagi dengan keluarga kandungnya. 
 Mengenai harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya juga 
jatuh kepada anak angkat tersebut, karena menurut mereka anak angkat itulah 
yang berhak atas semua harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua 
angkatnya. 
  
Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan  Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung 
jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam 
lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan 
pengadilan.
77
Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang RI No. 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal47 Ayat (1) 
memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah 
perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan 
keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan 
keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
78
 
 Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah 
mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak 
sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki 
dan perempuan bagi calon orangtua angkat maupun calon anak angkat. 
Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak 
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. 
 Ada beberapa hal yang penting mengenai peraturan pengangkatan anak 
dalam perundang-undangan yang patut ditegakkan, yaitu:  
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Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9  
 
78Musthofa SY, “pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama”, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. 1, h. 17.  
  
1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasan setempat 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak 
yang diangkat dengan orangtua kandungnya 
3. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh 
calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka 
agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. 
4. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan 
sebagai upaya terakhir (ultinum remedium).  
5. Orangtua angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya 
mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya, dengan 
memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. 
6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan 
terhadap pelaksanan pengangkatan anak.
79
 
B. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur 
Menurut Perspektif Hukum Islam  dan Hukum Positif 
1. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur 
Menurut Perspektif Hukum Islam 
 Kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat lebih mementingkan 
faktor kebiasaan, tradisi, dan sistem nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat 
khususnya dimasyarakat Desa Sumber Makmur, hal itu dapat dilihat dari 
kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Dalam hal ini dapat terlihat dalam setiap 
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Ibid, h. 17-18.  
  
sikap dan tindakan dalam menerima atau menolak suatu berdasarkan pada nilai 
yang di yakini benar. Seperti halnya dengan anak angkat, menurut masyarakat 
Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing beranggapan bahwa setiap peraturan 
yang ada dimasyarakat itu dianggap benar. Setiap orangtua yang mengangkat 
anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai pada dasarnya banyak faktor yang 
mendukung seseorang untuk melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya 
pengangkatan anak dari sebuah keluarga yang berlatar belakang tidak mempunyai 
keturunan karena pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi keinginan 
manusia dan menyalurkan kasih sayangnya kepada seorang anak yang 
diharapkan.
80
 
 Setelah penulis menganalisis tentang pengangkatan anak dalam kandungan 
pada masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan 
Komering Ilir bahwa didalam pengangkatan anak dalam kandungan tidak ada 
dasar hukumnya yang menjelaskan secara jelas baik itu di Al-Qur’an maupun di 
dalam hadist, sedangkan anak adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan 
berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri 
melakukannya terhadap Zaid bin Haritsah, pemuda Arab yang sejak kecil telah 
dijadikan tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah sehingga ketika Khadijah 
telah menikah dengan Nabi, diberikannya Zaid bin Haritsah kepada beliau, dari 
penjelasan ini sangat jelas bahwa Nabi Muhammad tidak melakukan 
pengangkatan anak di dalam kandungan tetapi beliau mengangkat Zaid ketika 
sudah lahir dan sedangkan masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan 
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Ahmad Azhar Basyir, Adopsi, wasiat Menurut Islam, (Bandung: PT Al-Ma’rif, 1972), h. 
19. 
  
Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melakukan proses pengangkatan 
anak dilakukan sejak anak itu dalam kandungan dan berdasarkan musyawarah 
antara orangtua kandung dengan orangtua angkat tidak berdasarkan dasar hukum 
Islam yang benar karena menurut hukum Islam tentang proses pengangkatan anak 
yang benar apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 
1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan 
orangtua biologis dan keluarga. 
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua 
angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, 
demikian juga dengan orangtua angkatnya, tidak berkedudukan 
sebagai pewaris dari anak angkatnya. 
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya 
secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat. 
4. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan 
terhadap anak angkatnya.  
 Ajaran Islam mengarahkan kita agar selalu peduli kepada sesama karena 
sikap peduli sesama merupakan suatu hal yang memang harus selalu diamalkan 
terlebih lagi terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim.  
 Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas maka sangatlah bertentangan 
dengan Hukum Islam yang ada. Karena dijelaskan dalam hukum Islam bahwa 
proses pengangkatan anak itu bisa melalui Pengadilan Agama dan harus ada surat-
surat pengesahan melalui Pengadilan Agama tersebut, bukan melalui kesepakatan 
  
serta transaksi pembayaran seperti yang dijelaskan di atas atau dilakukan oleh 
Masyarakat Sumber Makmur kecamatan Lempuing Ogan komering Ilir. 
 Dalam hukum Islam hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya 
itu tidak terputus, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa Allah 
berfirman:  
                        
                                   
                             
               
Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu 
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai 
anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu 
dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia 
menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat 
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil 
pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 
Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu 
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 
hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”.(Q.S Al-AhZab :4-5)81 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1989), 
h. 666-667 
  
 Berdasarkan firman Allah SWT, maka dapat dipahami bahwasanya agama 
Islam memang melarang pengangkatan anak (tabani) yang menisbatkan segala-
galanya kepada nama bapaknya. Pengangkatan anak dengan pemberikan status 
anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri akan berakibat pada putusnya 
nasabdan hak-hak antara anak tersebut dengan orangtu kandungnya, hal ini jelas 
tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. 
 Seperti yang dijelaskan didalam Hadist Rosulullah SAW yang artinya : 
“Dari Ibrahim At-Tammy dari bapaknya berkata: Ali bin Abi Tholib berkata 
kepada kami: Nabi SAW bersabda barang siapa yang mendakwahkan dirinya 
sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya dilimpakan 
laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari 
kiamat Allah tidak menerima amalan-amalannya baik yang wajib ataupun yang 
sunah”. (HR. Muslim) 
 Didalam hadist itu juga memperjelas larangan mengangkat anak 
sebagaimana telah diungkapkan pada ayat tersebut dan dalam hadist tersebut juga 
ditegaskan bahwa Allah SWT, malaikat dan manusia akan mengutuk terhadap 
seorang anak yang mendakwahkan dirinya sebagai anak orang lain, padahal ia 
bukan anak kandung orang tersebut. Bahkan lebih tegas lagi, Allah tidak akan 
menerima segala bentuk amal kebaikannya baik yang wajib maupun yang sunnah. 
 Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu 
bertujuan untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan 
penghidupan yang lebih layak demi untuk masa depan serta kebahagiaan anak 
  
tersebut, kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan status anak 
kandung. Menurut saya proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Sumber 
Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir. Sangat bertentangan dengan 
hukum Islam yang ada, maka dari itu cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa 
Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir tidak sejalan dengan 
hukum Islam, melainkan masih berpegang kepada hukum adat atau disahkan oleh 
hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Sumber Makmur tersebut. 
2. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur 
Menurut Perfektif Hukum Positif 
 Pengangkatan anak merupakan kebutuhan masyarakat yang telah lama 
berkembang dalam suatu masyarakat, baik bagi masyarakat desa maupun 
masyarakat perkotaan. Dalam hal ini pengangkatan anak dilakukan dengan 
berbagai cara atau motif diantaranya untuk mendapatkan keturunan, sebagai 
pancingan agar dapat memiliki anak, dan sebagainya. 
 Seperti yang kita ketahui bahwa pengangkatan anak di Indonesia memiliki 
beberapa macam aturan, yang keseluruhan peraturan tersebut berbeda-beda tiap 
daerah. Meskipun pada hakekatnya pengangkatan anak telah diatur dalam 
Undang-Undang beserta peraturan lain di bawahnya. Didalam Undang-Undang 
pengangkatan anak memang tidak secara jelas dijelaskan akan tetapi dalam 
peraturan lain dibawahnya telah di atur.
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 Pengangkatan anak baik dalam proses maupun akibat hukumnya telah 
diatur pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007. Tujuan dibentuknya 
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Undang-Undang agar masyarakat dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai 
rujukan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi di Indonesia 
peraturan-peraturan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh. 
Sebagian daerah di indonesia menggunakan adat yang berlaku pada daerah 
tersebut. Peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 pasal 8 ayat 2 menyebutkan 
bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum adat dan dapat 
disahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 
 Pada daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tepatnya Di Desa Sumber 
Makur proses bahkan akibat hukum dari pengangkatan anak telah diatur 
berdasarkan adat masyarakat setempat tanpa dilakukan pengesahan oleh negara 
seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku. Dalam 
peraturan pemerintah sebagai satu-satunya peraturan di bawah Undang-Undang 
yang secara jelas mengatur tentang pengangkatan anak disebutkan bahwasanya 
pengangkatan anak harus memenuhi beberapa syarat diantaranya.
83
 
1. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali 
anak. 
2. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi 
kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. 
3. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat. 
4. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial. 
 Sedangkan pengangkatan anak dalam kandungan pada desa Sumber 
Makmur tidak terdapat syarat pengangkatan anak melainkan mereka hanya 
                                                             
 83Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta 
Kencana.2008) h.89.  
  
dengan cara musyawarah antara orangtua angkat dan orangtua kandung, sebab 
pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh orangtua kandung sendiri 
sehingga orangtua kandung mengetahui bagaimana latar belakang calon orangtua 
anak kandungnya. Sehingga masyarakat setempat tidak menetapkan syarat yang 
berlaku dalam pengangkatan anak. 
 Begitu pula dengan proses pengangkatan anak berdasarkan hukum positif 
di Indonesia memiliki banyak tata cara yang tentunya berbeda-beda sesuai dengan 
katagori dari pengangkatan anak tersebut. Di Indonesia sendiri prngangkatan anak 
dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang pertama pengangkatan anak antar warga 
negara Indonesia dan yang kedua pengangkatan anak yang melibatkan warga 
negara asing. 
 Sedangkan proses pengangkatan anak dalam kandungan menurut 
keterangan beberapa masyarakat Sumber Makmur yaitu hanya melalui 
musyawarah antara keluarga orangtua kandung dengan keluarga orangtua yang 
akan mengangkat anak tersebut, dan juga melakukan proses penyerahan sejumlah 
uang yang sesuai dengan isi kesepakatan yang telah mereka musyawarahkan 
sebelumnya. 
 Oleh sebab proses pengangkatan anak yang berbeda-beda tentunya akibat 
yang ditimbulkan pula berbeda. Pada penjelasan mengenai proses pengangkatan 
anak dalam kandungan diatas telah disebutkan bahwa orangtua angkat dan 
orangtua kandung hanya melakukan musyawarah, dan apabila anak tersebut telah 
diangkat menjadi anak angkat tidak ada hubungan lagi dengan orangtua 
kandungnya atau nasab ikatannya telah terputus alasannya agar anak angkat tidak 
  
mengetahui bahwa ia anak angkat dan agar anak angkat tersebut tidak kembali 
lagi dengan keluarga kandungnya dan mengenai harta warisan yang dimiliki oleh 
kedua orangtua angkatnya juga jatuh kepada  anak angkat tersebut karena menurut 
mereka anak angkat itulah yang berhak atas semua harta warisan yang dimiliki 
oleh orangtua angkatnya. Berdasarkan peraturan yang berlaku diIndonesia hal 
tersebut tidak dibenarkan, karena sesungguhnya pengangkatan anak harus 
mengikuti syarat dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undan-
Undang pasal 39 dan 40. 
C. Persamaan dan Perbedaan Pengangkatan Anak dalam Kandungan 
Menurut Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif 
 Dalam hal persamaan dan perbedaan mencangkup proses pengangkatan 
anak dalam kandungan dan dampak yang ditimbulkan dari pengangkatan anak 
dalam kandungan baik secara hukum islam, hukum positif dan berdasarkan data 
dilapangan yang sebelumnya diteliti oleh penulis: 
1. Persamaan pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber 
Makmur berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.  
 Persamaan pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sumber Makmur 
Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sedikit memiliki persamaan 
dengan hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia yaitu 
berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak dalam kandungan tidak ada 
ketentuan yang menjelaskan secara jelas baik di dalam Al- Qur’an dan hadits. 
Beditu juga di dalam hukum positif tidak ada dasar hukum yang menjelaskan 
secara jelas mengenai pengangkatan anak dalam kandungan. 
  
2. Perbedaan pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber 
Makmur berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.   
 Sama halnya dengan persamaan pengangkatan anak dalam kandungan di 
Desa Sumber Makmur, perbedaannya pula mencakup proses hingga akibat yang 
ditimbulkan berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum Positif. Dalam 
pengangkatan anak hukum Islam tidak dijelaskan bagaimana cara dan proses 
pengangkatan anak, sedangkan dalam hukum positif tata cara dan proses 
pengangkatan anak diatur secara rinci, baik langkah-langkah maupun syarat apa 
saja yang harus ditempuh orangtua angkat. Pengangkatan anak di desa Sumber 
Makmur tidak memiliki tata cara dan proses pengangkatan anak serumit apa yang 
telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan lain di bawahnya. 
Pengangkatan anak di Desa Sumber Makmur hanya sebatas musyawarah antara 
calon orangtua angkat dengan orangtua kandung serta penyerahan sejumlah uang 
sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. 
 Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan tata cara pengangkatan anak 
yang seperti itu, Mengingat akhir-akhir ini sangat banyak kasus kekerasan pada 
anak baik kekerasan dalam bentuk menganiaya, memperkerjakan anak di bawah 
umur untuk meminta-minta dan kekerasan seksual. Yang tentunya hal tersebut 
berdampak tidak baik bagi kondisi mental anak, sehingga tujuan pengangkatan 
anak yang awalnya bertujuan demi kesejateraan anak tidak tercapai. Menurut 
penulis pengangkatan anak dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki 
tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan anak. Sehingga alangkah baiknya 
pengangkatan anak harus dilakukan sesuai proses yang telah dijelaskan dalam 
  
Undang-Undang sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai. Seperti yang kita 
ketahui bahwa dewasa ini pengangkatan anak sering disalah gunakan. 
 Pengangkatan anak dilakukan agar anak dapat membantu mencari nafkah 
padahal anak masih dibawah umur, kekerasan terhadap anak angkat dan kejahatan 
lainnya yang melibatkan anak angkat. Sehingga tujuan pengangkatan anak yang 
mulanya demi mensejahterakan anak tidak dapat tercapai. Penulis beranggapan 
hal tersebut terjadi karna proses pengangkatan anak di Indonesia dapat dilakukan 
dengan mudah dan dapat dilakukan sesuai hukum adat yang artinya tanpa melalui 
proses yang cukup panjang. Seharusnya meskipun pengangkatan anak dilakukan 
berdasarkan hukum adat ataupun hukum Islam tetap melibatkan prosedur sesuai 
yang telah ditetapkan oleh negara. Hal tersebut tidak lain untuk kesejahteraan 
anak angkat itu sendiri. 
 
 
 
  
  
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Dari penelitian yang dilakukan, tentang pengangkatan anak dalam 
kandungan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan 
Komering Ilir dapat disimpulkan sebagai nerikut: 
1. Proses pengangkatan anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur 
menurut hasil penelitian penulis tidak ditetapkan di pengadilan melainkan 
hanya sekedar musyawarah antara kedua belah pihak antara orangtua angkat 
dan orangtua kandung dari anak yang akan diadopsi  tersebut serta melakukan 
penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, dan pembuatan 
surat diatas hitam dan putih yang menunjukan adanya serah terima status 
anak dari orangtua kandung kepada orangtua angkat. 
2. Proses Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur 
berdasarkan hukum Islam menurut hasil penelitian penulis sangat 
bertentangan dengan hukum Islam yang ada karena mereka melakukan 
pemutusan nasab terhadap orangtua kandungnya, maka dari itu cara yang 
dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing 
Ogan Komering Ilir tidak sejalan dengan hukum Islam, melainkan masih 
berpegang kepada hukum adat atau disahkan oleh hukum adat yang berlaku 
dikalangan masyarakat Desa Sumber Makmur. 
3. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur berdasarkan 
hukum Positif. Pada penjelasan mengenai proses pengangkatan anak dalam 
  
kandungan diatas telah disebutkan bahwa orangtua angkat dan orangtua 
kandung hanya melakukan musyawarah, dan apabila anak tersebut telah 
diangkat menjadi anak angkat tidak ada hubungan lagi dengan orangtua 
kandungnya atau nasab ikatannya telah terputus, sedangkan menurut 
keterangan berdasarkan peraturan yang berlaku diIndonesia hal tersebut tidak 
dibenarkan, karena sesungguhnya pengangkatan anak harus mengikuti syarat 
dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undan-Undang 
pasal 39 dan 40. 
 
B.  Saran 
 Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang analisis  
hukum Islam tentang pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber 
Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka ada beberapa yang ingin penulis 
sampaikan melalui skripsi ini yaitu: 
1. hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat desa 
mengenai ketetapan dan mekanisme pengangkatan anak khususnya 
pengangkatan anak dalam kandungan. Karena kebanyakan pelanggaran 
terhadap praktek pengangkatan anak bersumber dari ketidak tahuan 
masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak. 
2. Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Sumber Makmur 
Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, hendaknya tidak 
menyamakan atau tidak mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung 
  
dalam segala hal. Karena hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan 
konflik dengan keluarga yang lain yang masih ada hubungan darah. 
3. Hendaknya warga masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak 
agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
mengenai prosedur pengangkatan anak. Dan ketentuan hukum Islam yang 
mengatur hubungan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maupun 
hak dan kewajiban orangtua angkat terhadap anak angkatnya. 
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